Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /58@/ B.I1/HK /2011

TENTANG
EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

: a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Pajak Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas. perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah:

. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |

Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian [Urusan
Pemerintahar  antara Pemerintah. Pemerintahan  Daerah  Provinst  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Daerah:

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-702/MK.7/2011 tanggal 23 Agustus 2011 hal
Hasil Evaluasi 4 (empat) Raperda Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :
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MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

. Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. 11, TII
dan IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera melakukan

penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

: Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil

evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disanipaikan kepada

Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.

. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

L g

SJACHR JIN Z.P.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Menteri Keuangan di Jakarta;

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung:
Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu:

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung,.



LAMPIRANI : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
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EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK DAERAH

7

| No

Materi Raperda

2

Rumusan Raperdé

Rumusan Penyempurnaan

Keterangan

3

4

5

Diktum mengingat

12.

13.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No.19
Th.1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 96);

12.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
|.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Angka 2 disempurnakan
dengan adanya perubahan |
UU No. 19 Tahun 1997.

Angka 7 disempurnakan
dengan menambah nomor
pengundangan UU No. 32
Tahun 2004.

Angka 12 disempurnakan
judut PP

Dihitangkan




2 Ketentuan Umum

3 | Nama, Objek dan

Subjek Pajak

B Y SO

Menetapkan
DAERAH.
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 9 .
Dengan nama Pajak Restoran dipungut atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran. '

Pasal 33
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 10
(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
Restoran.

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau
minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di
tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran
yang nilai penjualannya tidak melebihi bata tertentu yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3)

Pasal 16
(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan
dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

(2)

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang
Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri
oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179).

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
DAERAH.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini  yang dimaksud
dengan :
Pasal 9

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan
yang disediakan oleh restoran.

‘Pasal 33
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak
atas kegiatan Pengambilan batuan baik dari sumber alam di dalam dan
atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pasal 10
(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
Restoran.
Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau
minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di
tempat pelayanan maupun di tempat lain.
Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran
yang nilai penjualannya sebesar Rp, ........... fhari/bulan.

@)

Pasal 16

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan
dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Pada ketentuan mengingat
ditambah PP No. 91 Tahun
2010, umtan disesuaikan
dengan ketentuan UU No 12
Thn 2011.

Pengetkan kata “Dalam.....

disejajarkan  dengan  kata
PERATURAN pada Diktum
Menetapkan

Pasal 9 disempurnakan
dengan menambah kata
‘pajak”.

Ketentuan Pasal 33

disempurnakan

Ketentuan Pasal 10 ayat (3)
disempumakan, pengecualian
objek pajak harus ditetapkan
secara definitif dalam
Peraturan  Daerah  sesuai
ketentuan pasal 37 UU No. 28
Tahun 2009

Pasal 16 ayat (3)
disempurnakan.

-
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Pertunjukan/ tontonan film;

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

pameran;

diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

sirkus, akrobat, dan sulap;

permainan bilyard, golf, dan boling;

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan

permainan ketangkasan;

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat

kebugaran (fitness center); dan
. pertandingan olahraga.

(3) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dikecualikan dari objek Pajak Hiburan
yang diselenggarakan Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah seperti pameran pembangunan
dan sejenisnya, hiburan yang diselenggarakan dalam
rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan
keagamaan.

JTe@ ™m0 oooow

Pasal 22

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan
Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron

dan sejenisnya;

Reklame kain;

Reklame melekat, wall painting, stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

Reklame udara;

Reklame apung;

Reklame suara;

Reklame film/slide; dan

Reklame peragaan.

T@moaogo
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Pertunjukan/ tontonan film;
pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya,
pameran;
diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
sirkus, akrobat, dan sulap;
permainan bilyard, golf, dan boling;
pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan
permainan ketangkasan;
panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat
kebugaran (fitness center); dan
). pertandingan olahraga.
(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Hiburan adalah:
a. penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah sepertt pameran
pembangunan dan sejenisnya; dan
b. hiburan yang diselenggarakan dalam rangka
pernikahan, upacara adat, dan kegiatan
keagamaan.
Pasal 22
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan
Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada
avat (1) meliputi:
a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron
dan sejenisnya;
Reklame kain;
Reklame melekat, wall painting, stiker:
Reklame selebaran;
Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
Reklame udara;
Reklame apung;
Rekiame suara;
Reklame film/slide; dan
Reklame peragaan.
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Pengecualian objek
Pajak Reklame harus
dicantumkan secara
definitif di daiam
Perda ini bukan
Peraturan Bupati.
Apabila Pemda
belum dapat
mendefinisikan
penyelenggaraan
reklame lainnya yang
akan dikecualikan
dari Pajak Reklame,
maka Pasal 22 ayat
(3) huruf e dihapus.




L 1.

(2)

(3)
(4)

i Tidak termasuk sebagai objek
Pajak Reklame
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:
penyelenggaraan Reklame melalui internet,
televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta
bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang
yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk
membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang

melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi
tersebut;

Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daerah; dan

e. Penyelenggaraanreldamels

o

Q

Pasal 28

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan

tenaga listrik, baik yang dihasitkan sendiri maupun

yang diperoleh dari sumber lain.

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. penggunaan tenaga listrik  oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah

b. penggunaa tenaga listrik pada tempat-tempat
yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan
perwakilan asing dengan asas timbal balik;

€. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan
izin dari instansi teknis terkait.

d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur
dengan Peraturan Bupati.

instansi

)
(3)

iii. Tidak termasuk sebagai objek
Pajak Reklame
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet,
televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta
bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang
yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk
membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang
melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi
tersebut; :

d. Rekiame yang diselenggarakan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah; dan

e. Penyelenggaraan reklame ................ (diisi di sini)

Pasal 28

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun

yang diperoleh dari sumber lain.

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud

pada ayal (1) meiiputi seiuruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. penggunaan tenaga listrik  oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah

b. penggunaa tenaga listrik pada tempat-tempat
yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan
perwakilan asing dengan asas timbal balik;

c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan
izin dari instansi teknis terkait.

d. Penggunaan tenaga listriik ..................... (misalnya
untuk panti asuhan, panti jompo atau tempat
ibadah)

instansi

e
- Ketentuan Pasal 28
ayat (3) huruf d
pengecualian  obyek

pajak harus ditetapkan
secara definitif dalam
Peraturan Daerah,
sesuai ketentuan
pasal 52 UU No. 28
Tahun 2009

- Apabila Pemda belum
dapat mendefinisikan
penggunaan tenaga
listrik  lainnya yang
akan dikecualikan dari
Pajak Penerangan
Jalan, maka Pasal 28
ayat (3) huruf d
dihapus.




Pasal 34

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang meliputi:

Pasal 34

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang meliputi:

a I

Ketentuan Pasal 34
ayat (1) disesuaikan
dengan Pasal 57 ayat
(1)  Undang-Undang

— b Si’ff f{ms; No. 28 Tahun 2009
—ttan c. batu setengah permata; Ketentuan Pasal 34
—Korundum d. batu kapur; ayat (2) huruf ¢
~Grafit e. batu apung; pe'ngecuallan‘ objek
~Arsen f.  batu permata; pajak harus ditetapkan
-Pasickuarsa g. bentonit; ’ secara definitif dalam
~Flodrspar h. dolomit: Peraturan Daerah
—Kriglit i feldspa}; bukan d.engan
- Yodidm i. garam batu (halite); ierat_uran Bupati
—Brom © k. grafit; pabila Pemda belum
~Klor | granit/andesit: dapat rg.f”de““'.s'ka”l
~-Belerang ing: ' pengambilan minera
~Fostat :1 Egl):i’t' bukan  logam  dan
~Halit 0. kaoliﬁ' batuan. Ialnnya yang
—Fakk 0. leusit; akan dikecualikan dari

Mika q magr{esit' Pajak Mineral Bukan
~Magresit r mika: ’ Logam dan Batuan,
—Yarosif s marmer maka Pasal 34 ayat
~Cker t nitrat: (2) huruf ¢ dihapus.
—Flourt u. opsidien;

—BalGlay v. oker;
~FireLlay w. pasir dan kerikil;
-Zeolit X. pasir kuarsa;
-Kaolin y. perli;
—Feldepar z. phospat;
—Beatent aa. talk;
—Gipsum bb. tanah serap (fullers earth);
—Dolomit cc. tanah diatome;
—Kalsit dd. tanah liat;
':?aﬁg ee. tawas (alum),
oH ff. tras;

~Kuarsit gg. yarosif;
- Zirkon hh. zeolit;

_ SAslastenit ii. basal;
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~—Batu-guntng Quarry besar
L [N A byoles
sk Rki-gaan-can-SHxit

j.  trakkit; dan
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial,
seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah
tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel
listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya,
yang tidak dimanfaatkan secara komersial dan

¢. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan ... (diisi
disini)

6




c. Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

d. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara
komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk
keperluan rumah tangga, pemancangan tiang
listrik/telepon, penanaman  kabel listrik/telepon,
penanaman pipa air/gas.

e. kegiatan pengamhilan Mineral Bukan logam dan
Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan
pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan
secara komersial dan

f. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 40
(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan Tempat
Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok wusaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian
tempat pentipan kendaraan bermotor.
(2) Tidak termasuk objek pajak sebgaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :
a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah;

- 4 B 5 _AWT
Pasal 40 1. Pengecualian  objek
(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan Tempat Pajak Parkir harus
Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dicantumkan secara
berkaitan dengan pokok usaha maupun Yyang definitif di dalam
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian Perda ini bukan
tempat pentipan kendaraan bermotor. Peraturan Bupati.
(2) Tidak termasuk objek pajak sebgaimana dimaksud }2. Apabila Pemda
pada ayat (1) adalah . beluin dapat
a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah mendefinisikan
dan Pemerintah Daerah. | penyelenggaraan.




b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran
yang hanya digunakan
sendirt;

c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan negara asing dengan
asas timbal balik; dan

untuk karyawannya

b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantaran
yang hanya digunakan untuk karyawannya
sendiri;

c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan negara asing dengan
asas timbal balik; dan

d. Penyelenggaraan tempat parkir ... (diisi
disini)
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‘tempat parkir lainnya |

yang akan
dikecualikan dari
Pajak Parkir, maka
Pasal 40 ayat (2)
huruf d dihapus.

Pasal 46
(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.
(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah :

a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan
pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
dan

Pasal 52
(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusaha Sarang Burung Walet .
(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan
Penerlmaan Negara Bu an Pajak (PNBP)

Pasal 46

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.

(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk
keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian
dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan

(3) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah ... (dliisi
disini)

Pasal 52
(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusaha Sarang Burung Walet.
(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah
a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang
Burung Walet lainnya ............ (diisi disini)

Pengecualian objek
Pajak Air Tanah
harus dicantumkan
secara definitif di
dalam Perda ini
bukan Peraturan
Bupati.

Apabila Pemda
belum dapat
mendefinisikan
pengambilan
dan/atau
pemanfaatan air
tanah lainnya yang
akan dikecualikan
dari Pajak Air Tanah,
maka Pasal 46 ayat
(2) huruf b dihapus.

Pengecualian objek Pajak
Sarang Burung Walet
harus dicantumkan secara
definitif di dalam Perdaini
bukan Peraturan Bupati.
Apabila Pemda belum
dapat mendefinisikan
kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan
Sarang Burung Walet
yang akan dikecualikan
dari Pajak Sarang Burung
Walet, maka Pasal 52
ayat (2) huruf b dihapus.
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Dasar Pengenaan

Pasal 36

(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan adalah Nilai Harga dari Pengambilan Mineral

Bukan Logam dan Batuan.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung dengan  mengalikan  volume  hasil

pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan

Batuan.

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi

setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

HA—Nilai-harga-diasturdengan-Peraturan-Bupat-

(5) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral
Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar
yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam
bidang pertambangan Mineral bukan Logam dan
Batuan.

(2)

(3)

Pasal 42

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
penyelenggara tempat Parklr

Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga
parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada
penerima jasa Parkir.

Pasal 48
Dasar pengenaan Pajak air Tanah adalah Nilai
Perolehan Air Tanah.
Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung
dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh
faktor-faktor berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;

(4)

(2)
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Pasal 36
Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan adalah Nilai Jual dari Pengambilan Mineral
Bukan Logam dan Batuan.
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil
pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan
Batuan.
Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi
setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral
Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar
yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam
bidang pertambangan Mineral bukan Logam dan
Batuan.

Pasal 42
Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
penyelenggara tempat Parkir.
Jumlah vyang seharusnya dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) termasuk potongan harga
parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada
penerima jasa Parkir.

Pasal 48
Dasar pengenaan Pajak air Tanah adalah Nilai
Perolehan Air Tanah.
Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung
dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh
faktor-faktor berikut:
a_ jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;

Ketentuan Pasal 36 ayat
(4) dihitangkan

Pasal 42 ayat (2)
dihapus, karena dasar
pengenaan pajak cukup
mengacu pada jumlah
pembayaran atau yang
seharusnya dibayar
kepada penyelenggara
tempat parkir.

Ketentuan Pasal 48
disempurnakan dengan
menghapus ayat (3)
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5 | Tarif

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

€. kualitas air dan

f. ftingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambllan dan/atau pemanfaa an air

“) Besarnya N|Ia| Perolehan Alr Tanah sebgacmana dlmaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31
Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:
a.  Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan
untuk industri sebagai berikut :
1. Penggunaan dengan daya listrik R 1
2. Penggunaan dengan daya listrik R 2
persen);
3. Penggunaan dengan daya listrik R 3
persen);

7% {tujuh persen);
8% (delapan

9% (sembilan

b.  Pengggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk usaha

industn dan perhotelan sebesar 5% (lima persen);

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bskan

untuk-usahaindustriscbesar 1,5% (satu koma lima persen);

d.  Penggunaan tenaga listrk yana berasal hukan dari PLN untuk

usaha industri sebesar 5% (lima persen)

Pasal 43
Tanf-Pajak-Parkir-ditetapkan-schesar01-%{rol-koma-sari-persen)
s Nilaidual Pokok.

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d.  volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air dan

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebgaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dar penyedia tenaga
listik termasuk PLN dan bukan untuk kegiatan industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagai berikut :

1. Penggunaan dengan daya listrik R 1 7% (tujuh persen};

2. Penggunaan dengan daya listrik R 2 8% (delapan
persen);

3. Penggunaan dengan daya listrik R 3 keatas 9%
(sembilan persen);

b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari penyedia tenaga
listrik termasuk PLN untuk kegiatan industn, pertambangan
minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen).

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari penyedia tenaga
listrik termasuk PLN untuk usaha perhotelan sebesar 5% {lima
persen);

d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari tenaga listrik yang
dihasitkan sendiri (genset), baik untuk kegiatan industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam maupun bukan
kegiatan industri pertambangan minyak bumi dan gas alam
sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

Pasal 43
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar ......... %

Pasal 31 disempurnakan
sesuai dengan Pasal 55
UU No. 28 Tahun 2009
Sesuai dengan Pasal 55
UU No. 28 Tahun 2009,
untuk kegiatan industri,
pertambangan minyak bumi
dan gas alam, yang
menggunakan tenaga listrik
dari sumber fain (termasuk
PLN) dikenakan tarf PPJ
maksimal sebesar 3%.
Sedangkan untuk kegiatan
industn, pertambangan
minyak bumi dan gas alam
maupun bukan kegiatan
industri, pertambangan
minyak bumi dan gas alam,
yang menggunakan tenaga
listik  yang  dihasilkan
sendin (genset) dikenakan
tarif PPJ maksimal sebesar
1,5%.

Pasal 43 harus ditetapkan
secara definitif, paling tinggi
30%  sesuai  dengan
ketentuan Pasal 65
lindang-Undana  No. 28
Tahun 2009
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5

Cara Penghitungan
Pajak

Masa Pajak

Penetapan Pajak

Pasal 20

{H—Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 58
(1) Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung
Walet adalah jangka waktu

{satu) bulan kalender.

Pasal 59

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Waijib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan
penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendin
dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau
SKPDKBT.

Pasal 20

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 58
Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet
adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 59
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendin oleh Wajib Pajak.
(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati
adalah :
a. Pajak Air Tanah;
b. Pajak Rekalme.
(4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
a. Pajak Hotel,
Pajak Restoran;
Pajak Hiburan;
Pajak Penerangan Jalan;
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;,
Pajak Parkir; dan
Pgjak Sarang Burung Walet.

@ ~oaoco

2. Tarif Pajak Parkir dihitung

berdasarkan  persentase
tertentu dan jumlah
pembayaran parkir bukan
dari Nilai Jual Pokok
Barang.

Pasal 20  disempunakan
dengan menghapus angka

urutan ayat.

Pasal 58 ayat (2) dihapus,
karena masa pajak merupakan
jangka waktu yang menjadi
dasar bagi WP  untuk
menghitung,  menyetor,  dan
melaporkan pajak yang terutang,
sehingga masa pajak reklame
tidak dapat diasumsikan sama
dengan jangka waktu

‘| penvelenggaraan izin _reklame

selama 1 (satu) tahun.

Ketentuan Pasal 59
disempurnakan, sesuai UU No
28 Tahun 2009 dengan
menambah jenis pajak yang
dipungut dengan penetapan
Bupati (official assessment)
dan yang dibayar sendiri
olwh Wajib Pajak (self
assessment), sesuai
dengan PP No. 91 Tahun
2010 tentang Jenis Pajak
yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Bupati atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib
Pajak.




=

Tata cara pembayaran
dan penagihan

Pajak 60
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
berdasarkan penetapan Bupati yang dibayar dengan
menggunakan SKPD atau dokumen lain  yang
dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa karcis dan Nota perhitungan.
Tata cara pengisian penerbitan dan penyampaian SKPD
atau dokumen yang dipersamakan diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 61
Wajib  Pajak  menghitung memperhitungkan  dan
menetapkan sendiri Pajak yang terutang dengan
menggunakan SPTPD.
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Perpajakan
dengan membayar sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) membayar Pajak yang terutang berdasarkan
SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
SPTPL sebagamana dimaksud pada ayat (1) dist dengan
jelas, venar dan lengkap dan harus disampaikan xepada
Bupati selambat-lambatnya... (...) hari kerja setelah
berakhirnya masa Pajak.
Tata Cara pengisian penerbitan dan penyampaian SPTPD,
SKPDKB dan/atau SKPDKBT diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB XiV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 62
Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang harus
dengan menggunakan SSPD.
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada
pejabat yang berwenang.

1. Ditambah 2 (dua) pasal yang

mengatur dokumen dan tata cara
pembayaran dan penagihan pajak
yang dipungut dengan penetapan
Bupati (official assessment) dan
yang dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak (self assessment), sesuai
dengan PP No. 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Bupati atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

2. Dengan adanya penambahan pasal,

maka urutan pasal selanjutnya agar
disesuaikan.

Penambahan pasal baru yaitu Pasal 62,
yang mengatur tata cara pembayaran dan
penagihan dan urutan pasal selanjutnya
menyesuaikan
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Sanski Administrasi

4

Pasal 60
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati
dalam jangka waktu tertentu dan setelah
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran dan

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumiah pajak yang terutang sama

g~

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

terutangnya pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata
cara pengisian dan penyampaian SSPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 63
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati
dalam jangka waktu tertentu dan setelah
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran dan

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jpka jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumian kredii pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB .....
SANKSI ADMINISTRASI

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

1. Telah sesuai dengan
UU No. 28 Tahun
2009.

2. Penerbitan SKPDKB,

SKPDKBT, dan
SKPDN hanya
berlaku pada pajak
yang dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak (self
assessment).

3. Urutan pasal agar
disesuaikan.

Ketentuan Pasal 63 ayat
(2), ayat (3), ayat (4) dan
ayat (5) diubah menjadi
bab dan pasal tersendiri,
urutan bab dan pasal
selanjutnya
menyesuaikan




(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4)

(%)

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 63
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran
dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30
(tlga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak

(2)&2!2;!; SKPD SKPDKB SKPDKBT STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka

wakitu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi  persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak,

dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sehulan

3 - S "_ B B R
terutang dalam

2) Jumlah kekurangan pajak yang

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
‘'yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3)

(4)

Pasal ....
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran
dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi  persyaratan yang ditentukan dapat

memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan.

Pasal 63 ayat (1) dan
ayat (2) disempurnakan

dengan menghapus
dokumen SPPT karena
SPPT merupakan
dokumen  pemungutan
PBB Perdesaan dan
Perkotaan.
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(4) Ketentuan  lebih  lanjut mengenai tata cara
pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur
dengan Peraturan Bupati.

4
(4) Ketentuan lebih  lanjut mengenai tata cara
pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,

angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal....

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau
lunas.

(2) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur atau menunda pajak yang terutang pada
kurun waktu tertentu.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

(4) Penundaan pembayaran pajak  sebagaimana
dimaksud ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang
ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar.

Ketentuan Pasal 61 dan
Pasal g2 Raperda
dihilangkan, karena
sudah  diatur/digabung
dalam Pasal 60 dan
Pasal 61 baru, hasil
evaluasi
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Sanksi Pidana

Pasal 64

terutang berdasarkan S$RRE, SKPD,
SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetutan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh
Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan
Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

| (1) Pajak yang

Pasal 80

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota
yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam
Rasal-78-ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah).

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota
yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya
atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp 10.000.000 00
rupiah).

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan
atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah
mengangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak
pidana pengaduan.

(2)

(sepuluh  juta

Pasal 81

| Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal #8, Rasal Z9;

dan-Pasal80 ayat (1) dan ayat (2) merupakan peneriniaan

16

Pasal 64
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota
yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah).

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota
yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya
atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp10.600.600,00 (sepuiuh juia rupian).

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan
atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah
mengangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak
pidana pengaduan.

Pasal 81
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal

80 ayat (1) dan ayat (2} merupakan penernmaan negara.

negara.

N

—

]

Pasal 64 disempurnakan,
dengan menghapus
dokumen SPPT karena
dokumen tersebut untuk
pemungutan PBB

Pasal 80 ayat (1) dan
ayat (2) disempurnakan,

karena penunjukan
pengenaan denda
pidana pada Pasal 80
merupakan denda
pidana atas Pasal 76
Raperda ini, sesuali
dengan Pasal 177 UU

No. 28 Tahun 2009.

Penunjukan pasal agar
disesuaikan.
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Ketentuan Penutup

Lain-lain
a. Lembar Penetapan

b.Ketentuan Umum

c. Pembetulan,

Pembatalan,
Pengurangan
Ketetapan dan
Penghapucan  Atau

Pengurangan
Sanksi Administratif

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2002 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002
tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak
Reklame, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan
Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dan
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan dicabut dan
dinyatakan tidak berfaku lagi.

Pasalt-angka43
MWM1an$q%th%{kammew&

Q&é%aa%aa%ew%@eada% ad a#b:l:_laj&

Pasal 68

(1)  Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SRRE, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN
atav SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tuiis
danfalau kesalahan hitung danfatau kekeliruan pencrapan ketentuan

tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bupati dapat:

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

1.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan

Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor ...,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ......);

Peraturan  Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak

Restoran(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor
.., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ......};

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame
{Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ......);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan
Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2002 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor ......);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor ...,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ......);
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel
{Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor ...,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ......); dan
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tenfang Pajak Hiburan
{Lembaian Daciah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Momor ...,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ......).

Dicabut dan dinyatakan tidak beriaku lagi.

Pada lembar penetapan dan pengundangan, tidak menggantung, harus ada 2
{dua) pasal pada lembar/halaman tersebut

Pasal 68

(1)

(2)

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetutkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung Adan/atan kekelrnan penerapan ketentuan fertentu

dalem peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Bupati dapat:

Ketentuan Pasal

disempurnakan

Pasal 84 dan Pasal 85 jadikan
pada lembar penetapan dan
pengundangan

Pasal 1 angka 43 dihapus karena
SPPT  merupakan  dokumen
pemungutan PBB Perdesaan dan
Perkotaan.

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2)
huruf b disempurnakan dengan

menghapus dokumen  SPPT,
karena SPPT merupakan
dokumen pemungutan  PBB

Perdesaan dan Perkotaan.
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2 E— E—— :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenakan pajak yang terutang berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya; Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SRRF, SKPD, SKPDKB, b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak
benar; benar;

Pasal 69 Pasal 69  ayat (1)

d. Keberatan
Banding

dan

Pasal 69

(1)

Waijib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati

atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

SKPD;

- SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN; dan

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan
daerah.

@ e a0 o

(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN: dan

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

~P oo oW

disempurnakan dengan
menghapus dokumen SPPT,
karena SPPT  merupakan
dokumen pemungutan PBB
Perdesaan dan Perkotaan.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDJN Z.P.




LAMPIRAN li
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
: G/

/B.II1/HK/2011

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5
1 Dasar hukum 11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman | 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang {t. Angka 11 disempurnakan dan
Mengingat Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik disesuaikan dengan judul PP
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 2. Penambahan dasar hukum
Republik Indonesia Nomor 4578); Negara Republik Indonesia Nomor 4578}, mengingat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/ PryM/2007 B.  Urutan/hirarki sesuaikan dengan
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung ketentuan UU No 12 Thn 2011
2 Ketentuan Umum Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG | Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG | Pengetikan kata “Dalam ... v
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. disejajarkan dengan kata
BAB | BAB | PERATURAN pada  Diktum
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM Menetapkan
Pasal 1 Pasal 1
| Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
} dengan :
3 ] Nama, obyek, dan Pasal 8 Pasal §
| subyek retribusi Objek Retribusi 1zin Trayek sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 31 (1) Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi| 1. Ketentuan Pasal 8
huruf ¢ adalah pemberian izin kepada-erang=-pribadi-a sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada disempumakan, dengan
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum untuk suatu atau orang/lbadan untuk menyediakan pelayanan angkutan

|
r
I

J
/
|
|
i

beberapa trayek tertentu.

Pasal 10
Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau

| Badan antuh  melakuhan  kegialan  usaha  penangkapan  gan

pembudidayaan ikan.

penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu
dalam wilayah daerah.

Objek Retribusi lzin Trayek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢ adalah pemberian izin trayek untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada
suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 10
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut
retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pnibadi
atau badan untuk melakukan kegratan usaha penangkapan
dan pembudidayaan ikan.

menambah ayat (1) baru yang
/ mengatur nama retribusi.
Urutan ayat selanjutnya

2.
} menyesuaikan.

Ketentuan Pasal 10
disempurnakan, dengan
menambah ayat (1} baru yang
mengattur nama retribusi dengan

_pengecualian objek refribusi_
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1.

——

(2)

Objek  Retribusi Izin  Usaha Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d
adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau
Badan untuk melakukan kegiatan usaha
penangkapan dan pembudidayaan ikan.
Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (2) adalah :
a. Usaha Pembudidayaan lkan di Air Tawar :
1. Pembenihan dengan areal lahan tidak
lebih dari 0,75 Hektar;
2. Pembesaran dengan areal lahan di :
a) Kolam air tenang tidak lebih dari 2
hektar
b) kolam air deras kurang tidak lebih dari
5 unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit =
100 M?
c) keramba jaring apung tidak lebih dari 4
unit dengan ketentuan 1 unit =7 x 7 x
25M°
d) keramba tidak lebih dari 50 unit
dengan ketentuan 1 unit4 x 2 x 1,5 M®
b. Usaha pembudidayaan ikan air payau :
1. Pembenihan dengan areal {ahan tidak iebin
dari 0,5 hektar
2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih
dari 5 (lima) hektar.
c. Usaha Pembudidayaan lkan di laut:
1. Pembenihan dengan areal lahan tidak
lebih dari 0,5 hektar;
2. Pembesaran:
a) lkan bersirip :
- Kerapu Bebek/Tikus dengan
menggunakan tidak lebih dari 2
(dua) unit keramba jaring apung,

dengan ketentuan 1 unit = 4
kantong ukuran 3 x 3 x 3
mda/kantong, kepadatan antara 300-

!
|
!




Yol

1]

daerah.

Pasal 7

(1) Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi
atau badan hukum vyang mendirikan dan atau
memperluas tempat-tempat usaha dan jenis usaha di

- Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak
lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung,
dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3
x 3 x 3 m3 /kantong, kepadatan antara 300-
500 ekor per kantong;

- Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya
tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba
jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4
kantong ukuran 3 x 3 x 3 m3/kantong,
kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.

b) Rumput laut dengan menggunakan metode:

1) Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit
dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5
m2;

2) Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh)
unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit
berukuran 5 x 2,5 m2;

3) Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan
ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;

c) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5
(lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture)
dengan luas 400 (empat ratus) m2/unit.

d) Kerang Hijau dengan menggunakan:

1) Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit =
4 x4 m2;

2) Rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit
=4x4me:

3) Long Line 10 unit ukuran 100 meter.

e) Abalone dengan menggunakan :

1) Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan
ketentuan 1 unit= 10 x 2 x 0,5 m3

2) Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan
ketentuan berukuran 1x1x1m3.

Pasal 7
Subjek retribusi 1zin gangguan adalah orang pribadi
atau badan hukum yang memperoleh izin tempat
usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah

Ketentuan Pasal 7
disempurnakan, dan ayat (2)
dihilangkan sesuai pasal 147
UU No. 28 Tahun 2009.
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Cara mengukur tingkat
penggunaan jasa

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin
trayek.

Pasal 11
Subjek Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan
yang mendapat izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan,

Pasal 13

trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11
Subjek Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan
yang mendapat izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dari

Pemerintah Daerah

Pasal 13
Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan fungsi
bangunan.
Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan
perkalian antara luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks
gangguan dan tarif retribusi izin gangguan.

(1)

Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diklasifikasikan sebagai benkut :

c. perusahaan dengan gangguan besar indeksnya = 3;
d. perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya = 2;
e. perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya = 1.
Indeks gangguan berdasarkan indeks lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut :

. jalan negara/ kelas | dengan indeks = 4;

9. jalan provinsi / kelas Il dengan indeks = 3;

h. jalan kabupaten / kelas Iil dengan indeks = 2;

1. jalan kecamatan / kelas IV dengan indeks = 1.

(5) Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jumlah
izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang
{(6) Tingkat penggunaan jasa izin perikanan diukur berdasarkan

volume kegiatan, jenis kegiatan dan luas areal pembudidayaan
ikan.

S — 3 B 4 5
Pasal 9 Pasal 9
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin | Ketentuan Pasal 9

disempurnakan, sesuai Pasal
147 UU No. 28 Tahun 2009

Ketentuan Pasal 11
disempdiinakan
Ketentuan Pasal 13

disempurnakan, sesuai Pasal
151 UU No. 28 Tahun 2009




2 3 1 4 5
Struktur dan besarnya tarif Pasal 15 Pasal 15 J
retribusi Besarnya Tarif Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut : Struktur dan besamya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dhitung | Ketentuan Pasal 15
a. Fungsi Bangunan Untuk Bangunan Gedung berdasarkan rumus : disempurnakan dengan
(Tarif x luas bangunan) + biaya pemeriksaan konstruksi/struktur bangunan menambah rumus  perhitungan
a. Fungsi Bangunan Untuk Bangunan Gedung retribusi
TARIF TARIF
NO FUNGS! BANGUNAN RETRBUSI | SN | [ NO FUNGSI BANGUNAN ReTRBUSI | SATUAN
PER
(Rp) {Rp) B
1. | Bangunan Fungsi Hunian : 1. | Bangunan Fungsi Hunian :
a. Bentuk Bangunan Perumahan/ Rumah a  Bentuk Bangunan Perumahan/ Rumah
Tempat Tinggal Tempat Tinggal
1) Rumah Kampung/Rumah Sangat 1) Rumah Kampung/Rumah Sangat
Sederhana (RSS) Sederhana (RSS)
a) Luas Bangunan s/d 45 m? Rp. 3.000,00 mZ a)Luas Bangunan s/d 45 m? 3.000,00 m?
b) Luas Bangunan di atas 45 m2 Rp. 3.500,00 m? b)Luas Bangunan di atas 45 m2 3.500,00 m?
sfd 73 mZ s/d 75 m2
¢} Luas Bangunan di atas 75 m? Rp 400000 m? ¢) Luas Bangunan di atas 75 m2 4.000,00 ne
s/d 100 m2 s/d 100 m2
d) LuasBangunan di atas 100 m? | Rp. 4.500,00 m? d)Luas Bangunan di atas 100 m? 4.500,00 m?
2)  Rumah Kecil/Rumah Sederhana 2)  Rumah Kecil/Rumah Sederhana
(RS) Rp 400000 m2 (RS) 4.000,00 m?
a) Luas Bangunan s/d 80 m? Rp 4500,00 m? a) Lugs Bangunan sid 80 m? 4500,00 m?
b)  Luas Bangunan di atas 80 m? b) Luas Bangunan di atas 80 m?
s/d 150 m? Rp 5.000,00 m? s/d 150 m? 5.000,00 ‘ m2
¢)  LuasBangunan di atas 150 m? ¢ Luas Bangunan di atas 150 m?
s/d 200 m? Rp 6.000,00 m? s/d 200 m? 6.000,00 l m?
d)  Luas Bangunan diatas 200 m? d) Luas Bangunan diatas 200 m?
3)  Rumazh Sedang/Menengah Rp. 6.500,00 m? 3) Rumah Sedang/Menengah 6.500.00 m?
a)  LuasBangunan s/d 100 m? Rp. 7.000,00 m? a) Luas Bangunan s/d 100 m? 7.000,00 m?
by  LuasBangunan di atas 100 b) Luas Bangunan di atas 100 m?
m2 sid 150 m? Rp. 7.500,00 m? s/d 150 m? 7.500,00 m?
¢)  LuasBangunan diatas 150 ¢) Luas Bangunan di atas 150 m?
m2 s/d 200 m? Rp 8.500,00 m? s/d 200 m? 8.500,00 m?
d)  Luas Bangunan diatas 200 m? d) Luzs Bangunan diatas 200 m?
4)  Rumah Mewah Rp 8.000,00 m? 4)  Rumar Mewah 8000.00 m?
al  LuasBangunan s/d 200 m? Rp 9.000,00 m? a) Luas Bangunan s/d 200 m? 900000 m?
by LuasBangunan di atas 200 b) Luas Bangunan di atas 200
m2 s/d 300 m2 Rp 10000.00 m? ‘ m2 s/d 300 m2 10000.00 m?
¢) LuasBangunan di atas 300 ) ¢} Luas Bangunan di atas 300 m2
m2 s/d 400 m?2 Rp 11000,00 m? \ s/d 400 m2 11000,00 me
d)  LuasBangunan diatas 400 m’ d) Luas Bangunan diatas 400 m?
b.  Rumah Tinggal Deret Rp 600000 m? ] b Rumah Tinggal Deret 5 000,00 m?
¢.  Rumah Tinggal Asrama Rp 600000 m? ¢ Rumah Tinggal Asrama 5 000.00 m<
d. Rumah Tinggal Campuran (Ruko, Rukan. | Rp 1250000 m? d  Rumah Tinggal Campuran (Ruko, 1250000 | m?

Rugud. dis) atau Klasd__

| Bangunan Fungs: Usana

-

| 2 ] Bangunan Fun

Rukan, Ruaud, dls) atau Klas 4
aha

ﬁ;fffl{f’jf |

. L




' i ] a  Bangunan Peikantoran atau kias i Rp. 850000 | m? [ T a  Bangunan Perkantoran atau klas & R500.00 m?
b.  Baiiguiau Peidagangan atau klas € Rp. 10.500,00 | m? . b Rangunan Perdagangan atan klas A 10 500.00 m?
¢. Bangunan Perhotelan/Penginapan Rp. 11.000,00 m? c.  Bangunan Perhotelan/Penginapan 11.000,00 m?
d. Bangunan Industri atau klas 8 Rp. 10.500,00 m2 d.  Bangunan Iindustri atau klas 8 10.500,00 m?
e. Bangunan Perizinan bangunan Rp. 6.000,00 m?2 e. Bangunan Perizinan bangunan 6.000,00 m?2
f. Bangunan Penyimpanan/Gudang atau | Rp.10.000,00 f. Bangunan Penyimpanan/Gudang atau 10.000,00
klas 7 m? Kas7 m?2
9. Bangunan Pariwisata tempat rekreasi, | Rp. 7.000,00 g. Bangunan Pariwisata tempat rekreasi, 7.000,00
bioskop m? bioskop m?
3. | Bangunan Fungsi Umum, Sosial dan Budaya 3. | Bangunan Fungsi Umum, Sosial dan
a) Bangunan Pendidikan Rp. 6.000,00 m? Budaya 6.000,00 m?2
b) Bangunan Pelayanan Kesehatan Rp. 5.500,00 m? a. Bangunan Pendidikan 5.500,00 m2
¢) Bangunan Peribadatan Rp. 3.500,00 m?2 b. Bangunan Pelayanan Kesehatan 3.500,00 m2
d) Bangunan  Kebudayaan  (museum, | Rp. 6.000,00 m? c. Bangunan Peribadatan 6.000,00 m?2
gedung kesenian), Hall (gedung d. Bangunan Kebudayaan (museum,
pertemuan,  perpustakaan),  Gedung gedung kesenian), Hall  (gedung
Gallery pertemuan, perpustakaan), Gedung
e) Bangunan Gedung Olah Raga/ Stadion Rp. 7.500,00 m? Gallery
f) Bangunan Panti untuk Orang Berumur, | Rp. 2.500,00 m? e. Bangunan Gedung Olah  Raga/ 7.500,00 mw
Cacat atau yatim piatu/tertantar Stadion 2500,00 m?
4. | Bangunan Fungsi Khusus (penyimpanan | Rp.12.500,00 m? f.  Bangunan Panti untuk  Orang
peledak, senjata, bangunan pembangkit Berumur, Cacat atau yatim
tenaga nuklir) piatu/terdantar
5. | Bangunan SPBU Rp. 20.000.00 m2 4. | Bangunan Fungsi Khusus (penyimpanan 12.500,00 m?
peledak, senjata, bangunan pembangkit
tenaga nuklir)
5. | Bangunan SPBU 20.000,00 m?
b. Fungsi Bangunan untuk Bangunan Lainnya b. Fungsi Bangunan untuk Bangunan Lainnya
TARIF SATU TARIF SATUAN
NO FUNGS! BANGUNAN RETRIBUSI AN NO FUNGSI BANGUNAN RETRIBUSI
PER
(Rp) PER (Rp)
1. | Bangunan Peralasan untuk pemasangan Pompa, Rp. 9.000,00 m? 1 | Bangunan Peralasan untuk pemasangan Pampa, 9.000,00 m?
Mesin, Tangki, Reklame dan sejenisnya Mesin. Tangki, Reklame dan sejenisnya
2. | Saluran Pembuangan/Penampungan Air Rp. 5.000,00 m' 2. | Saluran Pembuangan/Penampungan Air 5.000,00 m’
Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang
lebih kecil sama dengan 0.5 m atau diameter lebih kecil sama dengan 0,5 m atau diameter
lebih kecil sama dengan 0.75 m lebih kecil sama dengan 0,75 m
3 | Saluran Pembuangan/Penampungan Alr Rp. 7.000,00 m' 3 | Saluran Pembuangan/Penampungan Air 7.000,00 m’
Hujan/Kotor atau Air Perusahan penampang lebih Hujan/Kotor atau Air Perusahan penampang lebih
besar 0,5 m atau diameter lebih besar 0.75 m besar 0.5 m atau diameter lebih besar 0,76 m
4 Sumur Resapan tidak dipungut retribusi 0 (nol) | O(nal) 4. | Sumur Resapan tidak dipungutretribusi 0 (nob) 0 (nol)
5 Septic tankiBak Penampungan Bekas Awr Kotor Rp. 6.500,00 m? 5 Septic tank/Bak Penampungan Bekas Air Kotor 6 500,00 m?
Perusahaan Perusahaan
) Tandon Penampungan Air Bersih/Bahan Bakar Rp. 7 000,00 m?3 6 Tandon Penampungan Air Bersih/Bahan Bakar 7 000,00 m3
didalam tanah dan/atau di atas tanah di dalam tanah dan/atau dr atas tanah
7 Kolam Renang Rp. 10 000,00 m? 7 Kolam Renang 10 000,00 m3
R Turap (Bangunan Penahan Tanah/~"  hsengan), Rp 6 000,00 m? 8 Turap (Banqunan Penahan Tanah/plengsengan), 6 000,00 m?
Talang Arr, Syphon _Bangunan Ba junan. Talang Arr 2 Banannan Bagl, Tenunan,




U T dan Pinta Air dan Pintu Alr
3. seiibalan Beton, Komposit, Baja Pp. 50.000,00 | m? | 9. | Jembatan Beton, Komposit, Baja SN 0NN NN m?2
10. | Jembatan Kayu Rp. 20.000,00 m? 10. | Jembatan Kayu 20.000,00 m?
11. | Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan Rp. 1.250,00 m? 11. | Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan 1.250,00 m?2
kayu bagian depan kayu bagian depan
12. | Pagar dari pasangan bata/batuibeton, besi, dan Rp. 1.000,00 m? 12. | Pagar dari pasangan batasbatu/beton, besi, dan 1.000,00 m?
kayu bagian belakang dan samping kayu bagian belakang dan samping
13. | a Untuk mendirikan Papan Reklame Tetap Rp. 25.000,00 m? 13. | a. Untuk mendirkan Papan Reklame Tetap dari 25.000,00 m?2
dari kayu, besi, beton, dan bahan gabungan kayu, besi, beton, dan bahan gabungan
dan/atau campuran dan/atau campuran
b. Untuk mendirikan Papan Reklame Bando Rp100.000 | m?tiap b. Untuk mendrikan Papan Reklame Bando 100.000 | m? tiap sisi
Jalan Sisi Jalan m1
14. | Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan Rp.3.500,00 m1 14, | Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan 3.500,00
dengan penampang < 0,5 m atau diameter < 0.6 dengan penampang < 0,5 m atau diameter < 0,6
m m m!
15. | Untuk membuat Duiker (tempolong} Jembatan Rp. 6.000,00 m’ 15. | Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan 6.000,00
dengan penampang > 0,5 m atau diameter > 0.6 dengan penampang > 0,5 m atau diameter > 0,6
m m m!
16. | Fenangkal Petr Rp. 7.500,00 it 16. | Penangkal Fetir 7.500,00 me
17 | Cerobong Asap Rp 10.000,00 m?3 17. | Cerobong Asap 10.000,00 m!
18. | Tiang Bendera Rp. 3.500,00 m! 18. | Tiang Bendera 3.500,00
18. | Bangunan Tower dan sejenisnya 19. | Bangunan Tower dan sejenisnya m3
a Berdasarkan Volume (rangka baja/ beton) Rp. 30.000,00 m? a) Berdasarkan Volume (rangka baja/ beton) 30.000,00
h) Berdasarkan Tinggi . b) Berdasarkan Tinggi: m!
1 Luas Penampang rangka rata-rata s/d Rp. 25.000,00 m' 1. Luas Penampang rangka rata-rala s/d 25.000,00
0,10 m? atau 1000 cm? 0,10 m? atau 1000 cm? m!
2. Luas Penampang rangka rata-rata s/d Rp. 30.000,00 m! 2. Luas Penampang rangka rata-rata s/d 30.000,00
0,225 m? atau 2250 cm? 0,225 m? atau 2250 cm? m'
3 Penampang bulat (ptpa) besibeton Rp. 50.000,00 m’ 3. Penampang bulat {pipa) besi/beton 50.000,00
dengan diameter rata-rata s/d 100 cm dengan diameter rata-rata s/d 100 cm m!
4 Pohon Tower Telekomunikasi (dhitung | Rp. 300.000.00 m’ 4. Pohon Tower Telekomunikasi (dihitung 300.000.00
dari permukaan tanah/ jalan) dari permukaan tanah/ jalan)
¢ Berdasarkan Luas (bidang yang menempel) ¢) Berdasarkan Luas (bidang yang menempel) m?
1 Dipasang pada ketinggian s/d 15m Rp. 20.000,00 m? 1. Dipasang pada ketinggian s/d 15 m 20.000,00 m?
2. Dipasang pada ketinggian s/d 30 m Rp. 25.000.00 m? 2. Dipasang pada ketinggian s/d 30 m 25.000.00 m?
3 Dipasang pada ketinggian s/d 45 m Rp. 30.000,00 m? 3. Dipasang pada ketinggian s/d 45 m 30.000,00 m?
4. Dipasang pada ketinggian diatas 45 m Rp. 40.000,00 m? 4. Dipasang pada ketinggian diatas 45 m 40.000,00 m?
20. | Lahan Parkir atau jemuran dengan lantai beton, Rp  500.00 m? 20. | Lahan Parkir atau jemuran dengan lantai beton, 500,00
bata, kayu, besi dan bahan gabungan. bata, kayu, besi dan bahan gabungan. m?
21. | Jalan aspal Rp 7500.00 m? 21 | Jalan aspal 7.500.00 m?2
22. | Jalan Makadam, Paving, Beton Rabat Rp 500000 m? 22. | Jalan Makadam, Paving, Beton Rabat 5 000,00 m?
23. | Jalan Beton Bertulang Rp 10 000,00 m? 23. | Jatan Beton Bertuang 10 000,00 m?
24 | Pengeboran ar dalam tanah Rp 500000 m' 24 | Pengeboran air dalam tanah 500000
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¢. Pemeriksaan Konstruksi/Struktur Bangunan ¢._Pemeriksaan Konstruksi/Struktur Bangunarn
T TARIF SATU TARIF SATU
NO JENIS BANGUNAN DARI RETRIBUSH AN NO JENIS BANGUNAN DARI RETRIBUS! AN
(Re) PER (Re) PER
1 Konstruksi  beton bertulang/beton pratekan Rp. 10.000,00 m? 1 Konstruksi  beton beriulang/beton pratekan Rp. 10.000,00 m
atau Konstruksi Komposit atau Konstruksi Komposit
2 | Konstruksi Baja Rp. 250,00 kg 2 Konstruksi Baja Rp. 250,00 kg
3 | Konstruksi Aluminium/Galvalum Rp. 2.000,00 m? 3 Konstruksi Aluminium/Galvalum Rp. 2.000,00 m?
4 | Konstruksi Kayu Rp. 2.500,00 m? 4 Konstruksi Kayu Rp. 2.500,00 m?
5 Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 yang dikenakan 5 Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 yang dikenakan
retribusi adalah yang ada perhitungan refribusi  adalah yang ada perhitungan
Struktur/Konstruksinya L Struktur/Konstruksinya
Pasal 16 Pasal 16
Pasal 16

e Sampai dengan 100 m* dikenakan biaya Rp. 1.000,00 (sefibu

rupiah)/m?,

« Selebihnya dikenakan biaya Rp. 800,00 (delapan ratus

rupiah)y/m?,

berikut:

(3) Biaya survey lapangan / Penelitian Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu o

rupiah).

(4) Biaya administrasi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

(1) Besamya retribusi ditetapkan sebagai berikut:
RIG = {Luas ruang tempat usaha x indeks gangguan x indeks
lokasi x tarif) + Biaya Survey lapangar/penelitian + Biaya

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan adalah sebagai

Administrasi
(2) Besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan
pada indeks ruang dan atau lahan usaha yang ditetapkan.

Sampai derngan 100 m? dikenakan biaya Rp1.000,- (seribu

rupiah)/m?

Selebihnya dikenakan biaya Rp800,- (delapan ratus rupiah)/m?

(3) Biaya survey lapangan/penelitian Rp30.000,- {tiga puluh ribu
rupiah)
(4) Biaya administrasi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

]

Pasal 16 disempunakan
dengan menambah Biaya
Survey lapangan/penelitian
dan Biaya Administrasi
dalam komponen rumus

perhitungan retribusi izin

gangguan.
Pasal 17 disempurnakan
dengan mengubah
‘gangguan’ menjadi
“lokasi".

Ketentuan Pasal 17 digabung
dengan Pasal 13 ayat (3) dan
ayat (4), dengan adanya
perubahan.  maka  pasal
selanjutnya menyesuaikan

R —
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Pasal 19
Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek adalah
a. Permohonan baru
1. Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang
Rp.300.000,-
2. Mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s/d
Rp.400.000,-
3. Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang
Rp.475.000,-
4. Mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp.
500.000,-

15 orang

Pasal 19
Struktur dan besamnya Tarif Retribusi [zin Trayek ditetapkan sebagai

berikut :

1. Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang
Rp.300.000,-/5 thn

2. Mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp.400.000,- /5
thn

3. Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp.475.000,-
/5 thn

4. Mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dan 25 orang Rp.
500.000,- /5 thn

5. Angkutan khusus yang digunakan untuk trayek Rp500.000,-/5
tahun

Pasal 20

Pasal 20 Struktur dan besarnya tarif retribusi jenis usaha perikanan ditetapkan
sebagai benkut :
NO JENIS PERIZINAN BEEQRRIP;YA KETERANGAN 8 Budidaya kan Ar TfU“;asrArea RETRIBUSI
1. Usaha Pembenihan >0,75 Ha Rp........-
1 Suratizin usaha penkanan lain’ 2. Usaha Pembesaran
a Usaha budidaya air tawar Rp 50.000.- | PerHa /tahun a Kolam ar tenang >2 Ha Rp.... .-
b Usaha pengumpul/ pengangkut b Kolam air deras < 5 Ha Rp ... -
ikan- ‘ Rp 200 000,- | Pertahun c. Keramba jaring apung ... . Rp ... |
- Perusahaan berbadan Hukum Rp’ 50 000,- | Pertahun b Eembudidaya air payau -
- Perorangan Rp 200 000,- | Pertahun -
¢ Usaha per;go!ahan tkan/ hasl Lgas Areal Retribus
kan Rp 50000, | Pertahun Usaha Pembenihan B Rp . -/mYTahun
¢ Budidaya kan diperairan umum Rp 50 000,- | Per umt/ tanun Usaha Pembesaran Rp_. ../miTahun
- Karamba ¢| Pembudidaya air laut
L - Jalaapung o o Luas Areal | Retnibusi
_Usaha Pembenihan ~|Rp  miTahun [
Usaha Pembr Rp -Im-Tahun ‘

—

>

[os)

=

Pasal 19 disesmpumakan
dengan menambah jangka
waktu dilakukannya daftar
ulang izin trayek.

Izin trayek berlaku selama 5
tahun dan dapat
diperpanjang, sesuai Pasal
57 ayat (2) Kepmenhub No.
35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan
Orang di Jalan.

Angkutan khusus diubah
menjadi angkutan khusus
yang digunakan untuk
trayek, karena yang
dikenakan izin trayek hanya
angkutan penumpang
dalam trayek.

. Ketentuan Pasal 20 disempurnakan,

berdasarkan Permen Kelautan dan
Perikanan Perikanan No. PER-12/
MEN/2007 tentang Perizinan Usaha
Pembudidayaan lkan, izin usaha
perikanan berlaku selama
perusahaan pembudidayaan ikan
masih melakukan kegiatan usaha.

. Jenis usaha yang dikecualikan dari

memiliki izin dan struktur tarif agar
disesuakan dengan Pasal 39
Permen Kelautan dan Perikanan No
PER-12MEN/2007 tentang
Penzinan Usaha Pembudidayaan
lkan

. Bahwa berdasarkan Pasal 12

Permen Kelautan dan Perikanan No
PER-12/MEN/2007 tentang
Penizinan Usaha Pembudidayaan
lkan kewenangan Bupati hanya
untuk penerbitan SIUP dan SIKPI
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2 3 7] 4 5
d. Pembenihan lkan Air tawar
Luas Area RETRIBUSI
Usaha Pembenihan Rp .. ,-/m3Tahun
Usaha Pembesaran Rp... /m?/T ahun
Wilayah Pasal 21 Pasal 21 Pasal 21 disempurnakan.
Pemungutan Retribusi pesizk Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Way Kanan.
dipungut di wﬂayah Kabupaten Way Kanan
Penentuan BAB ViII Judul Bab dan subtansi
pembayaran, tempat BAB Vii PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT Pasal 22 disempurnakan
pembayaran, TATA CARA PEMBAYARAN PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
angsuran, dan Pasal 22 PEMBAYARAN
penundaan . Pasal 22 _
embavaran (1) Pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat & | (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
P y alihkan</ diborongkan kepada-pihakketiga.
(2) Retribusi  dipungut dan dibayarkan dengan | (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dokumen lain yang dipersamakan.

(SKRD) atau dokumen lain yang persamakan untuk
itu dari subjek tertribusi secara langsung.

(3) Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan
pembayaran diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 23

retribusi  harus dilakukan secara

(1) Pembayaran
tunai/lunas.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon,
dan kartu langganan.

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 23

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus.

Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Tata cara pembayaran,
angsuran dan pembayaran
dengan Peraturan Bupati.

penentuan pembayaran,
retribusi  ditetapkan

Ketentuan

Pasal
disempurnakan

23




-
-

I

2 3 - 4 ] 5 j
T |
Penagihan BAB ...
PENAGIHAN
Pasal .....

(1) Penagihan retnbusi dilakukan dengan STRD dan didahului | Ketentuan Pasal 24
dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang | dihilangkan ~ dan  diganti
sejenis. menjadi Pasal yang mengatur

(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang | tentang penagihan retribusi
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) har sejak jatuh tempo
pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diteima oleh
Subyek retnbusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang

terutang.

(4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain  yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) Tata cara penemitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan
Peraturan Bupati.

- Ketentuan Pasal 25
dihilangkan, karena sudah
digabung pada Pasal 22

koreksi
Keberatan BAB iX BAB IX Ketentuan Pasal 26
KEBERATAN KEBERATAN disempurnakan
Pasal 26 Pasal 26
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati | (1)  Wajib retnbusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang
dipersamakan. dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia | (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
_dengan disertardengan alasai  sanyangjelas. | dengandser~dengan alasan-alasan yangjelas. | ]
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- ‘ | 2 : | : :
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen [ain yang
benaran-keietanan-reiibusidersebut dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang karena keadaan diluar kekuasaannya.
dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu | (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau
karena keadaan diluar kekuasaannya. kekuasaan wajib retribusi.
i i (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Penghapusan piutang Pasal .... Penambahan pasal bary, yang
Hak untuk melakukan penagihan Retrbusi dinyatakan | mengatur Penghapusan

retrbusi yang (1)

kedaluwarsa kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak | piutang retribusi yang

saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Waijib Refribusi | kedaluwarsa sesuai ketentuan
melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Pasal 156 UU No. 28 Thn

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada | 2009
ayat (1), tertangguh apabila :

a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan
b. ada pengakuan utang Retnbusi dan Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal ......
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak | Penambahan  pasal barg‘
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. urutan pasal lain

menyesuaikan
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(2) Bupat menetapkan penghapusan piutang retribusi yang
kedaluwarsa.
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.
11 | Ketentuan Pidana BAB XIV BAB XIV 1. Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3)
KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PIDANA Raperda agar diatur dalam BAB
Pasal 35 Pasal 35 tersendiri.
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga | (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya | 2. Pasal 35 Raperda
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana disempurnakan dengan
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling menambah 1 (satu) ayat yang
jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau mengatur penenmaan denda
kurang dibayar. pidana, sesuai dengan Pasal
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 178 UU No. 28 Tahun 2009.
penerimaan negara. 3. Urutan pasal agar disesuaikan.
12 | Ketentuan Peralihan Pasal 37 Pasal 37
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang | Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih | Ketentuan Pasal 37
berdasakan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Pasal 3 | terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi | disempurmakan, dengan mengubah
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan | Pasal 3 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang | jangka waktu penagihan sesuai
masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak | bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) | ketentuan Pasal 167 ayat (1) UU
saat terhutang. tahun terhitung sejak saat terhutang. No. 28 Thn 2009
13 | Ketentuan Penutup BAB XVII BAB XVil Ketentuan Pasal 38 disempumakan
KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38 Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin
Mendinkan Bangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Retribusi Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagr sejak berlakunya
Peraturzn Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Tahun 2002 Nomor ...), Peraturan Daerah Kabupaten
Way Kanan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi izin
Gangguan {Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002
Nomor ......) dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
27 Tahun 2002 tentang Retribusi izin Trayek (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor } dinyatakan tidak

| berlakulagr sejak bertakunya Peraturan Daerah ini
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Pasal 39
Hal — hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Pasal 39
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Pada lembar penetapan dan pengundangan, tidak menggantung,
harus ada 2 (dua) pasal pada lembarthalaman tersebut

Ketentuan Pasal 39 disempumakan

Ketentuan Pasal 40 disempumakan

Pasal 39 dan Pasal 40 jadikan

[ Wi

penetapan  dan

pada lembar
pengundangan

/Dihilangkan, jika tidak ada yang
‘ perlu dijelaskan

L
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LAMPIRAN I
NOMOR : G/

TANGGAL

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

/B.IIHK/2011

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No | Mater Raperda Rumusan Raperda B Rumusan Penyempurnaan Keterangan
K 2 — 3 - 4 - 5
1 Konsideran bahwa berdasarkan pertimbangan sebaimana dimaksud pada huruf | d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud | Ketentuan huruf d
Menimbang ab.c tersebut di atas peru ditetapkan Peraturan Daerah tentang pada huruf ab,c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan | disempurnakan
Retribusi Jasa Usaha. Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
2 | Dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernintahan | Angka 5  disempurnakan
mengingat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 | dengan melengkapi  lembar
: Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia | pengundangan dalam lembaran
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir | negara
Indonesia Nomor 4844), dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab | 8.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang | Angka 8  disempumakan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang | dengan adanya perubahan PP
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2010 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia | No 27 Thn 1983
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5145); Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5145);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedemas | 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang | Angka 9 disempurnakan sesual
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik | judul PP
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 4578); Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3 | Judul Peda BAB I BAB Il Judul bab disempurnakan
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu Bagian Kesatu
Nama,Objek Dan Subjek Retribusi Nama,Objek Dan Subjek Retribusi
| ]




2

2

3

4

5

|

retribusi
I

Nama, objek dan subjek

BAB Ifi
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 7
{8 Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut
retribusi sebagat pembayaran atas pelayanan penyedlaan fasmtas
pasar grosw b aFaRg it ar

(2) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar
grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang
dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pad ayat
(1) adalah fasilitas pasar yang discdiakan, n/atau

dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

feenililes
dn |||l|r\l

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 10
(1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha,
dan fasilitas fainnya di lingkungan terminal, yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB Il
RETRIBUS! PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 7
(1) Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
penyediaan fasilitas pasar grosir.

(2) Objek retribusi pasar grosir danfatau pertokoan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah penyediaan fasilitas
pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas
pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang
disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayal (i) adalah fasitas pasar yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 10
(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut dengan retribusi

atas pelayanan, penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah |

Daerah.

(2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf ¢ adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha,
dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Catatan; Karena Kabupaten Way
Kanan tidak memifiki pasar grosir
dan pertokoan, maka perda
tersebut dapat diberlakukan jika
pemda telah memiliki pasar grosir.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) di
sempumakan

Ketentuan Pasal 10 di
sempumakan, dengan menambah
ayat (1) yang mengatur ketentuan
nama retribusi sesuai Pasal 156
UU No 28 Thn 2009
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|
| i BAB V BABV Ketentuan Pasal 13
‘ RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR disempurnakan, dengan

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 13

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir
yang disediakan, dimilki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak
swasta.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 16

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat
rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 19
(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah penjualan hasil produksi
usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 13

(1) Dengan Nama Retriibusi tempat Khusus Parkir dipungut
retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud
dalam Pasat 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(3) Dikecuatikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) edalah pelayanan tempat khusus parkir yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola aleh Pemerintah, BUMN,
BUMD dan pihak swasta.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 16

(1) Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut
retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan
olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat
rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemenntah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 19
(1) Dengan nama Retnbusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat penjualan
produksi usaha daerah yang dimiliki atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

menambah ayat (1) yang mengatur
ketentuan nama retribusi sesuai
Pasal 156 UU No 28 Thn 2009

Ketentuan Pasal 16
disempurnakan, dengan
menambah ayat (1) yang mengatur
ketentuan nama retribusi sesuai
Pasal 156 UU No 28 Thn 2009

Ketentuan Pasal 19
disempurnakan, dengan
menambah ayat (1) yang mengatur
tentang nama objek retribusi
sesuai Pasal 156 UU No 28 Thn
2009
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{2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada | (2) Obiek Retribusi  Penjualan  Produksi  Usaha  Daerah
ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah BUMN, sebagaimana dimaksud dalaivi Pasal 3 huidf f adalah penjualan
BUMD dan pihak swasta. hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. ‘ J
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada |
ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD dan pihak swasta.
Pasal 5 Pasal 5 Pasal 5 ayat (2) disempumakan.
(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang | (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang
pribadi yang menggunakan/menikmati fasilitas kekayaan daerah. pribadi yang menggunakan/menikmati fasilitas kekayaan
daerah.
(2) Wajib retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang | (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi pribadi atau badan yang menuruf ketentuan peraturan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah. pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong ]
retribusi pemakaian kekayaan daerah. ’
] Pasal § Pasal 8 Ketentuan Pasal 8 di sempurnakan {
(1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokean adalah orang | (1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang '
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
pasar grosir dan/atau pertokoan. jasa pasar grosir dan/atau pertokoan. J 1
(2) Waijib Retribusi Jasa-dsaha adalah orang pribadi atau Badan yang | (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Pertokoan. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Pasal 11 Pasal 11 Pasal 11 ayat (2) disempurnakan.
(1) Subjek Retribusi Temina! adalah orang pribadi atau badan yang | (1) Subjek Retnbusi Terminal adalah orang pribadi atau badan
menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal. yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal.
(2) Waiib retribusi dasa-tsaha adalah orang pribadi atau badan yang | (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi menurul ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi Jasa Terminal. pemungut atau pemotong retribusi Jasa Terminal.
Pasal 14 Pasal 14 Pasal 14 ayat (2) disempurnakan.
(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau | (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi
Badan yang menggunakan/imenikmati pelayanan jasa Tempat atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa
Khusus Parkir. Tempat Khusus Parkir. ]
(. L N _ S |
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4 | Caramengukur tingkat
penggunaan jasa yang
bersangkutan

{2) Waijib retribusi dasa—tsaha adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran refribusi, termasuk pemungut atau

pemotong retribusi Jasa Tempat Khusus Parkir.

Pasal 17

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi
atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat
Rekreasi dan Olahraga.

Waijib Retribusi dasa-Jdsaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi  diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retnbusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi jasa tempat rekreasi dan olahraga.

(2)

Pasal 20

(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi
dlau badati yang renggunakanfimenikmatt pelayanan jasa penjualan
produksi usaha daerah.

Wajib Retribusi dasa=Usaha adalah orang pribadi alau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah. )

(2)

(2)

Waiib Retribnsi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi alai
hadan yana menurut ketentuan peraturan  perundang-undaiigdn
an yang P perundang-unday
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk

pemungut atau pemotong retribusi Jasa Tempat Khusus Parkir.

Pasal 17

(1)

(2)

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi
atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat
Rekreasi dan Olahraga.

Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi
atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk

pemungut alau pemotong retribusi jasa tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 20

(1)

Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang
pribadi atanr badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa
penjualan produksi usaha daerah.

Wajb Relribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Penjualan Produksi
Usaha Daerah.

Pasal 23

(1)

(2)

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur
berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan
daerah.

Tingkat penggunaan jasa pasar grosir danfatau pertokoan
diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian
pasar grosir dan/atau pertokoan.

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis
kendaraan dan frekuensi penggunaan terminal.

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur
berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan
tempat khusus parkir.

Tingkat penggunaan jasa fempat rekreasi dan olahraga diukur
berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pemakaian tempat rekreasi
dan olahraga.

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah
diukur berdasarkan jenis produksi usaha daerah.

Pasal 17 ayat (2) disempurnakan.

Pasal 20 ayat (2) disempurnakan.

Pasal 23 disempunakan
berdasarkan tingkat penggunaan
jasa masing-masing jenis retribusi.

I
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1

L 2
| Struktur dan besamnya
tanf retnbusi

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

(2)

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk penyewaan alat mesin pertanian (tractor):

1. Pasal 6 ayat (1) dihapus,

tingkat penggunaan jasa.

sebagai berikut: | No Jenis Tracktor | Tarif(Rp) | Keterangan2.
a. Untuk penyewaan alat mesin pertanian (tractor): 1. Tracktor Besar | 175.000 Per hektar/
[ No Jenis Tracktor Tarif (Rp) Keterangan 2. Tracktor Tangan | 80.000 Per hektar/
1. | Tracktor Besar 175.000 Per hektar/
2. | Tracktor Tangan 80.000 Per hektar/

dapat disewakan ke

'b.  Besarnya tarif retribusi untuk penyewaan alat berat dan alat
angkut milik daerah:

b. Besarnya tarif retribusi untuk penyewaan alat berat dan alat
angkut milik daerah:

gedung, dil} dapat

N | NamalJenis Umur Besar Retribusi Per Hari No | NamalJenis Umur Besar Retribusi Per Har T
0 Peralatan Ekonomis Dalam Ribuan Rupiah (Rp) Peralatan Ekonomis | Dalam Ribuan Rupiah (Rp)
Untuk Tahun Ke Untuk Tahun Ke /
Jam | Thn I it n | D Jam | Thn i H i Ds
st - o t.
- ... | 1. | Excavatoron | 10.00 [ 10 | 225 | 206 | 1.888
KR Excavator on 10.00 | 10 22525 | 2.063. | 1.88 B wheel dan on 255 ] 3.05 | 420
wheel dan on 55 050 8.42 Track 0,8 M3 5 0 )
Track 0,8 M3 0 | 2. | Walles
| 2. | Walles S B (3) 8- 1000 |10 |621. |584. |5509
(3) 8-10 ! 10.00 | 10 621.050 [ 584.5 | 550. 10 ton 050 1550 |15
ton 714670 | 50 915 (4) 10- 714, | 684. |656.2
@) 10- 664.2 | 656. 12ton 670 | 255 |30
12ton 55 230 | 3. | ..dst.
Pasal 9
Tarf Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan
sebagai berikut:
(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | No Jenis Index Luas Tarif JK WKT
ditetapkan sebagai berikut: | Pemr?kaia
No | denis Index Luas Tari oo T | Ruman f PB |4 | 3-40M2 | 4000 12bln
* |RomahToko  |[PB [ 4 |3240M2 | 4000 120ln Toko B |3 | 3240M2 | 3500 12bin
B (3 |3240M2 |3500 | 12bMn ¢ |2 |3240M2 3000 12 bln
c > | 30.40m2 | 3000 12 bin S 1 | 32-40M2 | 2500 12 bin
] s |1 [32-40m2 | 2500 12 bin
2 [ Toko PB |4 |2430M2 | 4000 | 12bin |4 | 2-30M2 | 4000 12bln
B |3 [2430M2 3500 | 12bhn 3| 24-30m2z {3500 2 bin
| lc | |2a30m2 3000 | 120 - |2 ] 24-30M2 | 3000 12bin

tarif.

telah diatur pada pasal yang

penggunaan jasa dan
tambahkan objek ;ain apabila
diperlukan misalnya :

- pemakaian gedung.

- pemakaian tanah dil.

karena telah diatur pada pasai
yang mengatur cara mengukur

Apabila Pemda masih memiliki
jenis aset daerah lainnya yang

masyarakat (misalnya: tanah,
kendaraan, laboratorium, aula,

ditambahkan pada ketentuan

Pasal 9 ayat (1) dihapus, karena

mengatur cara mengukur tingkat

S




|
{

S |1 J24-30m2 [ 2500 12bin | ] S 1 | 24-30m2 ] 2500 12bln [

3. | Kios PE |4 |12-24M2 | 4000 12 bl 3. | Kos PB |4 |12-24M2 | 4000 12 bhn |
B 3 112-24 M2 | 3500 12 bin B 3 | 12-24M2 | 3500 12 bin l
C 2 | 1224 M2 | 3000 12bln C 2 | 12-24M2 | 3000 12 bin |
S 1 | 12-24 M2 | 2500 12bln i S 1 | 12-24M2 | 2500 12 bln

4. | Los PB |4 |612M2 | 4000 12 bln 4. | Los PB |4 |6-12M2 | 4000 12 bin
B 3 |612M2 | 3500 12 bin B 3 |6-12M2 | 3500 12 bin
C 2 |612M2 | 3000 12 bln c 2 | 6-12M2 | 3000 12 bln
S |1 {612M2 | 2500 12bin S 1 |6-12M2 | 2500 12 bln

Pasa 12 Pasal 12 | 1. Telah sesuai dengan UU No.

Besarnya tarif retribusi terminal adalah sebesar

a. Kendaraan pick up Rp1000/sekali masuk terminal
b. Kendaraan truck Rp2000/sekali masuk terminal
c. Kendaraan truck besar Rp2500/sekalt masuk terminal

Pasa 15

Besamya Tarif Retribusi terminal adalah sebesar :

a. Angkutan pedesaan/kota Rp...../ sekali masuk.
b. Bis penumpang (engkel) Rp.....{ seklai masuk.
c. Bis pemunpang sedang Rp..... / sekali masuk.
d. Bis penumpang besar Rp..... 1 sekali masuk.

Pasal 15

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai

berikut:
b. Kendaraan roda 4 atau lebih
b. Kendaraan roda 2

Pasal 18

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai

berikut:
a. Tempat Rekreasi:
1. Tempat Rekreasi

Anak Rp....... /
Dewasa Rpevenne /
Kendaraan Roda 2 Rp....... /
Kendaraan Roda 4 Rp....... /

20

b. Tempat Olahraga:
1. ...
2.

Rp2.000,-/2 jam
Rp1.000,-/2 jam

28 Tahun 2009.

2. Apabila di dalam Terminal
masih ada fasilitas lainnya
(misalnya: kios pedagang, WC,
dil) dapat ditambahkan pada
ketentuan tarif.

3. Pasal 12 disempumakan
sesuai ketentuan pasal 10
Raperda

Pasal 15 disempurnakan.

1. Pasal 18 disempurnakan.
Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga dikenakan atas pemakaian
tempat rekreasi dan tempat olahraga
yang dimiliki oleh Pemda, sehingga
struktur tanf disesuaikan dengan
jenis/inama tempat rekreasi dan
olahraga dan besaran farif
disesuaikan dengan jumlah
pembayaran yang harus dibayar oleh
Waijib Retribusi untuk memasuki
tempat tersebut.

3. Padatempat rekreasi, bagi Wajib
Retiibusi yang membawa

kendaraan dapat dikenakan




Pasal 27

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Kepala-Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin
kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam
jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pasal ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.

(4) KepalaDaerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib
retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21
Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai
berikut: ‘
a. Dinas .....
2.

Pasal 27

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilunasi dalam jangka waktu .......

(3) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetor secara bruto ke kas daerah dalam jangka waktu .......

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada
wajib retribusi untuk menunda/mengangsur retribusi terutang
dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(5) Tata cara persetujuan untuk menunda/mengangsur pembayaran
retribusi di=*r dalam Peraturan Bupati.

—

8

tambahan biaya apabila
kendaraan tersebut dibawa masuk
ke dalam tempat rekreasi, apahila
hanya diparkir di luar kawasan
tempat rekreasi, maka cukup
dikenakan Retribusi Tempat
Khusus Parkir atau Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pada tempat olahraga, bagi Wajib
Retribusi yang membawa
kendaraan cukup dikenakan
Retribusi Tempat Khusus Parkir
atau Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum.

Pasal 21 disempumakan.
Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah dikenakan atas
penjualan  produksi  usaha
daerah yang dihasikan oleh
Dinas/Satker ~ di  daerah,
sehingga struktur tanf
ditetapkan berdasarkan jenis
produksi yang dihasilkan dan
besaran  farif  ditetapkan
berdasarkan harga jual bukan
berdasarkan persentase dari
harga pasar.

(Misalnya pada Dinas

Kehutanan, dijual Bibit Akasi
dengan harga  Rp5.000.-
/polibag).

Pasal 23 ayat (4) digabung ke
ayat (2).

Ditambah 2 (dua ) ayat baru
yang mengatur jangka waktu
dan penyetoran hasil
penerimaan retribusi.




(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk mefakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat

dihapuskan.

L1 1 2 3 | 4 - 5

| Dihapus. 1. Pasai 28 dihapus, karena telah
diatur daiam pasal yang mengatur

| cara mengukur tingkat

‘ penggunaan jasa dan pasal yang
mengatur struklur dan besaran
tarif retribusi.

2. Dengan adanyapengurangan
pasal, maka urutan dan
penunjukan pasal selanjutnya
agar disesuaikan.

6 | Penghapusan piutang | Pasal 29 Pasal 29  Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf
Retribusi yang (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa,” | (1} Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjad a disempumakan
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak kedaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun

saat terutang retnbusi, kecuall jika Wajib Retribusi melakukan terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika Wajib
tindak pidana di bidang retribusi; Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi:

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada {2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku apabila: ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. diterbitkan surat teguran; atau a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa; dan
b.  ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik b. ada pengakuan utang refribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung; langsung maupun tidak langsung;

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada | (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
diterimanya surat teguran tersebut; ditenimanya surat teguran tersebut;

(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi
yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

{5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan dimaksud pada ayat (2) hurufb dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Waijib Retribusi. permohonan keberatan oleh Waijib Retribusi.

Pasal 30 Pasal 30 Ketentuan Pasal 30 ayat (2)

disempurnakan




LAMPIRAN [V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR © G/ /B.III/HK/2011
TANGGAL :

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5
1| Ketentuan Umum Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG | Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI | Pengetikan kata “Dalam...”
RETRIBUSI JASA UMUM. JASA UMUM. disejajarkan  dengan  kata
BAB | BAB | PERATURAN pada Diktum
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM Menetapkan
Pasal 1 Pasal 1
Daiam Peraturan Daeran ini yang dimaksud dengan : Dalam Peraturan Daerah i yang dimaksud
dengan : ’
2 | Nama, objek dan subjek BAB Il BAB I Ketentuan Pasal 4
retribusi RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN disempurnakan
Bagian Kesatu Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 4 Pasal 4
Dengan nama RelrlbUSI Pelayanan Kesehatan d|pungut retnbusi yaag | Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas
nerdpakan—pen = n—pemberanfasiitas=pelayanan | pelayanan kesehatan.
kesehatan
Pasal 41 Pasal 41 Ketentuan pasal 41
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda | Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk | disempurnakan.
Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan | dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu
penggantian cetak kartu penduduk dan akta catatan siplil. tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.
Pasal 45 Pasal 45 Ketentuan Pasal 45
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut | disempurnakan sesuai

| disediakan khusus untuk pedagang

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut
retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 49
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retnbusi atas
pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradicienal/sederhana berupa
pelataran, los. kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan

retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 49
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retrbusi sebagai
pembayaran  atas  pelayanan  penyediaan  fasilitas  pasar

| Pemerintzh Daeral 1 disediakan khusus untuk pedagang.

ketentuan Pasal 115 UU No 28
Thn 2009

Ketentuan Pasal 45
disempurnakan sesuai

ketentuan Pasal 116 UU No 28

tradisional/sederhana berupa pelataran. los, kios yang dikelola oleh | Thn 2009




2

3
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Objek retribusi

Pasal 57
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran dipungut retribusi yang  merupakan
pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas pelayanan
pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 61
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
dipungut retribusi atas pelayanan penggantian cetak peta.

Pasal 69
Dengan nama  Retribusi  Pengendalian  Menara
Telekomunikasi dipungut retribusi yang merupakan
pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas
pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 5
Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :
a. Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas

keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan,
rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah

b. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan
adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN,

BUMD dan pihak swasta.

Pasal 57
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran dipungut retribusi yang merupakan pembayaran
atas jasa atau pemberian fasilitas pelayanan pemeriksaan
alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran
dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang
dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang
untuk menara telekomunikasi.

Pasal 5

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :

a. Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas
keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan,
rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

b. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan

adalah :

1. pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan

yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan
pihak swasta.

2. masyarakat yang dijamin kesehatannya melalui
program asuransi kesehatan dan bekerjasama
dengan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai
Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) baik yang
bersifat perorangan, Pemerintah Kabupaten Way
Kanan atau Pemerintah Pusat sesuai dengan
perjanjian kerjasama atau petunjuk teknis/petunjuk
pelaksana yang mengatur hal tersebut.

Ketentuan Pasal 57 dan
Pasal 58 disempurnakan
sesuai ketentuan Pasal
118 UU No 28 Thn 2009

Ketentuan Pasal 61 dan
Pasal 63 disempurnakan
sesuai Pasal 119 UU No
28 Thn 2009

Ketentuan Pasal 69
disempurnakan  sesuaj |
Pasal 124 UU No 28 Thn |
2009

Ketentuan Pasal 5
disempurnakan dan
ketentuan Pasal 24 huruf
a, b dan huruf ¢
dihilangkan, karena
sudah digabung pada
Pasal 5 ;




3

] 3 [ 4 B 5 1
B |

| 3. perintis Kemerdekaan  Republik Indonesia
sepanjang yang bersangkutan mempergunakan | J

fasilitas kelas | (satu).

4. orang-orang yang diasuh ditempat-tempat

penampungan sosial sepanjang yang bersangkutan
mempergunakan fasilitas keias [l (tiga). /
Pasal 58 Pasal 58 - 1

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran
dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah

terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat

penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa

yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang
pribadiatau yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 43

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan orang
pribadi yang memperoleh penggantian cetak kartu tanda
penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintan Daerah.

Pasal 55

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah

orang pribadi atau badan usaha pengangkutan dengan‘

menggunakan kendaraan bermotor.
|

Pasal 59
‘ Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
t adalah setiap orang atau badan pengguna jasa pelayanan
| Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan
alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap
alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan
kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki
dan/atau dipergunakan oieh masyarakat.

Pasal 6 Ketentuan Pasal 6
Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi | disempurnakan
atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.

Ketentuan pasal 43
. disempurnakan  sesuai
dengan pasal 125 UU 28
Tahun 2009.

Pasal 43

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan orang |
pribadi atau badan yang memperoleh penggantian cetak
kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah |
Daerah.

Pasal 55 Ketentuan Pasal 55
Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah | disempurnakan  sesuai
orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan/  ketentuan Pasal 117 UU
menikmati pelayanan perjanjian kendaraan bermotor | No 28 Thn 2009
termasuk kendaraan bermotor diatas sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59 Ketentuan Pasal 59
Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | disempurnakan

adalah setiap orang atau badan yang menggunakarn/ |
menikmati jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam{ J

Kebakaran. ) 7 |

- — _ — -




2 3 4 5
Pasal 63 Pasal 63 -
Subjek Retribusi Penggatian Biaya Cetak Peta adalah | Subjek Retribusi Penggatian Biaya Cetak Peta adalah orang
orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan | pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
penggantian cetak peta dari Pemerintah Daerah. pelayanan penggantian cetak peta dari Pemerintah Daerah.
Pasal 67 Pasal 67 Ketentuan  Pasal 67
Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang | disempurnakan  sesuai

Cara mengukur
tingkat penggunaan
jasa

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan
pengolahan limbah cair dari Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Subjek Retribusi pengendalian menara
adalah setiap orang atau badan pengguna jasa pelayanan
pengendalian menara telekomunikasi.

Alalis e

I.CICT\UI mui III’\CIQI

Pasal 74
Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur
berdasarkan frekwensi pemanfaatan jasa pelayanan
kesehatan oleh masyarakat pada satuan waktu tertentu.

Pasal 75
Cara mengukur tingkat penggunaan |asa adalah diukur

berdasarkan atas
frekuenst

Pasal 77
Cara mengkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur
berdasarkan klasifikasifatar, jenis kendaraan dan waktu
penggunaan.

Pasal 78
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur
berdasarkan atas jenis yang dijual dan luas bangunan.

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas

pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 71
Subjek Retlribusi pengendalian menara telekomunikasi
adalah setiap orang atau badan yang

menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengendalian

menara telekomunikasi yang diberikan.

Pasal 74
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan
kesehatan adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan,
bahan/peralatan yang digunakan dan frekuwensi
pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 75
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan
sampah/kebersihan adalah diukur berdasarkan tempat dan
jenis usaha.

Pasal 77
Cara mengkur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan
parkir ditepi jalan umum adalah diukur berdasarkan jenis
kendaraan dan waktu penggunaan.

Pasal 78
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan
pasar adalah diukur berdasarkan atas jenis bangunan, luas
bangunan dan frekuens:

Pasal 121 UU No 28 Thn
2009

Ketentuan Pasal 71
disempurnakan  sesuai
Pasal 125 UU No 28 Thn
2009

Ketentuan Pasal 74
disempurnakan  sesuai
Pasal 124 UU No 28 Thn
2009

Ketentuan Pasal 75
disempurnakan
disesuaikan dengan
pengaturan Pasal 40
Raperda

Ketentuan Pasal 77
disempurnakan
disesuaikan dengan
pengaturan Pasal 48
Raperda

Ketentuan Pasal 78
disempurnakan
disesuaikan dengan
pengaturan Pasal 52 |

Raperda




| berikut. - I
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Pasal 79 Pasal 79 Ketentuan Pasal 79
Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa adalah diukur | Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa retribusi pengujian | disempurnakan
berdasarkan atas frekwensi pengujian kendaraan | kendaraan bermotor adalah diukur berdasarkan jenis | disesuaikan dengan
bermotor. kendaraan, jenis pelayanan dan frekwensi pengujian | pengaturan Pasal 56
kendaraan bermotor. Raperda
Pasal 80 Pasal 80 Ketentuan Pasal 80
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur | Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi | disempurnakan
berdasarkan atas jasa jumilah dan jenis pelayanan | pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan | disesuaikan dengan
pemeriksaan alat pemadam kebakaran. jenis alat pemadam, dan ukuran alat pemadam kebakaran. pengaturan Pasal 60
Raperda
Pasal 81 Pasal 81 Ketentuan Pasal 81
Cara mengkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur | Cara mengkur tingkat penggunaan jasa retribusi | disempurnakan
berdasarkan atas jumlah dan volume penggantian cetak | penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis peta | disesuaikan dengan
peta. dan ukuran peta. pengaturan Pasal 64
Raperda
Pasal 82 Pasal 82 Ketentuan Pasal 82
Cara mengkur tingkat penggunaan jasa adalah diukur | Cara mengkur tingkat penggunaan jasa retribusi | disempurnakan
berdasarkan jenis kegiatan/usaha, volume dan satuan. pengolahan limbah cair diukur berdasarkan jenis limbah cair | disesuaikan dengan
dan volume limbah cair. pengaturan Pasal 68
Raperda
Pasal 83 Pasal 83 Ketentuan Pasal 83
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur | Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retfribusi | disempurnakan
berdasarkan atas jenis, ukuran dan jasa jumiah pelayanan | pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan | disesuaikan dengan
pengendalian menara telekomunikasi. zonasi wilayah, pengguna menara, frekuensi dan tingkat | pengaturan Pasal 72
keamanan/kepadatan penduduk. Raperda
5 | Struktur dan Bagian Kedua Bagian Kedua | 1. Karcis/pendaftaran bukan
besarnya tarif Struktur dan Besarnya Tarif Struktur dan Besarnya Tarif | termasuk objek Retribusi
Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum ' Pelayanan Kesehatan,
Daerah (RSUD) Daerah (RSUD) sesuai dengan Pasal 111
Pasal 7 Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2009.
‘ Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat (1) Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan | 2. Pasal 8 huruf a diubah
Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai sebagai berikut: J menjadi Tarif Administrasi
Rawat Inap. O
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Peiayanan kesehaian pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar
(lima ribu rupiah) setiap

tndakan dan obat) sebesar Rp. 5.000 -
orang perkunjungan dengan pefincian sebagai berikut :

2. Kartu Status ..................................... Rp 750
3. JasaRumah Sakit........cccccoeco i Rp. 750.-
4. JasaDokter ..., Rp. 1.500,-
5 JasaPerawat.......................... Rp. 1.000,-
6. Farmasi ........ccooeeeiioniiee e Rp. 500-

Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (di luar tindakan dan
(lima belas ribu rupiah)

obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,-
dengan perincian sebagai berikut

1 Kartu Status ... Rp. 2.000,-
2. JasaSarana Rumah Saklt Rp. 2.500,-
3. Jasa DoKter .o oveis e Rp. 4.500,-
4. JasaPerawat .... Rp. 4.000,-
5. Famasi ......ccccocviviiiiiii Rp. 1.000,-
Tarif Perawatan
Pasal 8

Tarif perawatan pasien per han ditetapkan sebagai berikut :

a.

Tarif pendaftaran rawat inap :

- Karsis Rp—1-004:

- Jasa Rumah Saklt Rp 1. OOO

- Kartustatus ... ... Rp. 2.500,-

Rawat Inap :

Kelas ..o Rp. 150.000,-

- Jasa Sarana Rumah Sakit Rp. 45.000,-

- Jasa Dokter/Visite Rp. 30.000,-
Jasa Perawat Rp. 70.000,-
Jasa Penunjang/Kebersihan Rp 5.000,-

Kelas II... ....Rp. 110.000,-
Jasa Sarana Rumah Sakl .............. Rp. 33.000.-
Jasa Dokter/Visite ... ............ Rp. 25.000 -
Jasa Perawat . _ Rp. 48.000,-
Jasa Penunjang/Kebersrhan.“..4.. Rp  4.000,-

Kelas Hl  Rp. 45000
Jasa Sarana Rumah Sakit ...................Rp. 10.000 -

- JasaDokterVisite .. ......... .. ...........Rp. 12.000-

- Jasa Perawat ‘ oo .. e...Rp. 20.000-

- _JasaPenunang/Kebershan . .. .Rp  3.000-

a.

a.

b.

1. Kartu Status ... ST Rp. 2.000,-
2. Jasa Sarana Rumah Saklt ......... Rp. 2.500 -
3. JasaDokter ... Rp. 4.500,-
4. JasaPerawat................... Rp. 4.000,-
S Farmasi.....oooooiiiiiiiiil Rp. 1.000,-
(2) Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut :
Tanf pendaftaran rawat inap :
- Karcis Rp. 1.000,-
- Jasa Rumah Sakit Rp. 1.000,-
- Kartu status Rp. 2500,
Rawat Inap :
Kelas | .. viirer...Rp. 150.000,-
Jasa Sarana Rumah Sak|t ................. Rp. 45.000.-
- Jasa Dokter/Visite .....................Rp. 30.000,-
- JasaPerawat ... Rp. 70.000,-
Jasa Penunjang/Kebersihan v Rp 5,000,
Kelas Il... crveemennon. R 110.000 -
Jasa Sarana Rumah Sakl ....... Rp. 33.000-
Jasa Dokter/Visite . Rp. 25.000.-
- Jasa Perawat .. Rp. 48.000 -
- Jasa Penun;ang/Kebersthan.‘. Rp  4.000,-
Kelas Il Rp. 45.000
- Jasa Sarana Rumah Sakit............Rp. 10.000-
- JasaDokteriVisite . ...... .......... Rp. 12.000,-
- JasaPerawat . ... .. ... ..Rp 20.000.-
- JasaF~~unjang/¥ Kebpmhan ......Rp 3000-

Pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar
tindakan dan obat) sebesar Rp. 5.000,- (ima ribu rupiah) setiap
orang perkunjungan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kartu Status ....oooooveeeivire, Rp. 2.000,-

2. JasaRumah Sakit ..o Rp. 750-
3. JasaDokter......cooiiiniiiinnnn, Rp. 1.500-
4. JasaPerawat ..........oooeevinnn.. Rp. 1.000.-
5. Farmast .....ccocooeiieiiiiiieeee Rp. 500.-

Pelayanan Rawat Darural (di luar tindakan dan obat)
ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (ima belas ribu rupiah) dengan
perincian sebagai berikut ;

3. Pasal 27 dihapus, karena
setiap penenmaan retribusi
harus disetor secara bruto

di kas daerah.

Dengan adanya
perngurangan pasal, maka
urutan dan  penunjukan
pasal selanjutnya agar

disesuaikan.

5. Ketentuan Pasal 7
disempurmakan  dengan

menghilangkan

karcis,

karena bukan merupakan

I Dacnal
objek retribusi sesuai Pasal

111 UU No 28 Thn 2009

Ketentuan
disempumakan,

Pasal 8

diubah

menjadi Pasal 7 ayat (2)

N N

|
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i
( C. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif inap kelas yang c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tanf inap kelas yang
ditempati/dipifih. ditempati/dipilih.
} d.  Penggunaan ruang perawatan intensif (ICU) sebesar 2 (dua) kali d. Penggunaan ruang perawatan intensif (ICU) sebesar 2 (dua)
[ tarif inap kelas yang ditempati/dipilih. kali tarif inap kelas yang ditempati/dipilih.
e.  Pengawetan jenazah ditetapkan sebesar Rp 750.000,- e. Pengawetan jenazah sebesar Rp 750.000,-
’ Pasal 9
| (1) Tarif untuk makan per hari ditetapkan sebagai berikut : (3) Tarif untuk makan per hari ditetapkan sebagai berikut : Ketentuan Pasal 9
) a Kelasl.............ccoev e Rp. 50.000,- C. Kelasl...ooviiiiiii e Rp. £0.000,- disempurmakan, diubah
b Kelast ..o, Rp. 40.000,- d. Kelasll...ooiie e, Rp. 40.000,- menjadi Pasal 7 ayat (3) dan
) C Kelas .ot e, Rp. 20.000,- C. Kel@sMl ..ooovoiooiiciiss coeircsrevcciniene. RP. 20,000, ayat (4)
(2) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut : (4) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut :
a. Kelas | (rackan) ................ccc.ooooi i, Rp. 3,000- a. Kelasl(racikan) ...........cccoovioniiiiieniinnnn, Rp. 3,000-
, 1. Jasaapoteker.....................cc....... Rp. 1.500,- 1. Jasa apoteker.........ccoveeviiniccicininnn, Rp. 1500-
‘ 2. Jasaasistenapoteker..................... Rp.  900.- 2. Jasa asisten apoteker ........cccciviiin, Rp. 900-
3. Jasasaranarumah sakit.................. Rp.  600- 3. Jasa saranarumah sakit................... ......Rp.  600-
b. Kelas | (nonracikan) ..............ccocooei o, Rp. 2,500, b. Kelas | (nonrackan) ..............cocccovvevioinine, Rp. 2500-
1. Jasaapoteker...........occoooovi v, Rp. 1.250,- 1. Jasa apoteker ... Rp. 1.250-
2. Jasaasisten apoteker ............... Rp. 750,- 2. Jasa asisten apoteker ..o, Rp. 750-
3. Jasarumahsakit.......................... Rp. 500, 3. Jasa rumah sakit..............c.cooiiiii, Rp.  500-
a. Kelas Il {rackan) ........cc..ocoooeooeroceiinin . Rp. 2,000, c. Kelasll{rackan) ....ccoooooiioreiniis i, Rp. 2,000-
1. Jasaapoteker ..........ccevivoie i, Rp. 1.000,- 1.Jasa apoteker .....cccoviivioiiie e, Rp. 1.000-
2. Jasaasisten apoteker ..................... Rp.  600.- 2. Jasa asisten apoteker ... Rp. 600-
3. Jasasaranarumah sakit ....................... Rp.  400,- 3. Jasa sarana rumah sakit ............ Rp. 400,-
d. Kelfas it (fion racikan) ..o oo, Rp. 1.500,- d. Kelas Il (non racikan) ... e Rp. 1.500,
1. Jasaapoteker ............c..oee i Rp. 750, 4. JasaapoteKer ..o e, Rp. 750
2. Jasa asisten apoteker .................... Rp. 450, 5. Jasa asisten apoteker .............. ool Rp. 450,
3. Jasasaranarumah sakit.................. Rp.  300,- 6. Jasasarana rumah sakit ................... Rp. 300,
e. Kelas lll (rackan) .......cc....ccccooeeooiiiis ol Rp. 1,000,- e. Kelas il (rackan) ......cooooeoeiiins i, Rp. 1,000,
1. Jasa apoteker ..o Rp. 500,- 4. Jasa apoteker ... i, Rp. 500,
2. Jasa asisten apoteker .......cccoveee e, Rp. 300 5. Jasa asisten apoteker .......oeooveri, Rp. 300,
3. Jasasaranarumah sakit ... Rp.  200,- 6. Jasasaranarumahsakit ... Rp. 200,
f. Kelas {ll (nonracikan) ............................. Rp.  500,- f Kelas llf (nonracikan) ..........c......... Rp. 500-
1. Jasaapoteker ..., Rp.  250.- 4. Jasa apoteker ... Rp. 250
2. Jasaasistenapoteker ...................Rp. 150- 5. Jasa asisten apoteker ............. Rp. 150-
3. Jasasaranarumahsakit .......... .....Rp. 100- f 6. Jasasaranarumahsakit ........... Rp. 100
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Pasal 10
(1) Tarif untuk tindakan persalinan normal (kebidanan) ditetapkan sebagai | (1) Tarif tindakan ditetapkan sebagai berikut : Ketentuan Pasal 10
berikut ; a. tindakan persalinan normal (kebidanan) ditetapkan sebagai berikut ; disempurnakan, diubah menjadi
a. Persalinan ditolong dokter ahli 1. Persafinan ditolong dokter ahli : Pasal 7 ayat (5)
1 Kelas | oo Rp.1.500.000,- a)Kelas | oo Rp. 1.500.000
2. Kelas .o Rp. 900.000,- b) Kelas Il ..o Rp. 900.000.
3 Kelas Ml oo Rp. 700.000,- C) Kelas Il oo Rp  700.000-
b. Persalinan ditclong dokter umum : 2. Persalinan ditolong dokter umum .
10 Kelas | Rp. 900.000,- a) Kelasl............ Rp. 900.000,-
2. Kelas !l .........ec.ociieeeien. Rp. 700.000.- b) Kelasll........cccoee Rp. 700.000.-
3 Kelasll........o.ococeeeveevee. Rp. 500.000,- c) Kelaslll .o Rp. 500.000,-
c. Persalinan ditolong bidan 3. Persalinan ditolong bidan :
1. Kelas!|.........o.coccoeevn Rp. 700.000,- a) Kelasl ... Rp. 700.000,-
2. Kelasil............c. oo Rp. 500.000,- b) Kelasli. ............ Rp. 500.000.,-
3 Kelasll ..o RD.300.000,- c) Kelaslll ..o Rp. 300.000,-
(2) Tarif tindakan medik obstetri dan gynekologi ditetapkan sebagi | b. Tindakan medik obstetri dan gynekologi ditetapkan sebagi berikut ;
berikut ; o Biopsi ENAOMEtUM ........ccovrrvvvrvrrens Rp. 120.000.-
e Biopsi Endometrium Rp. 120.000.- o  Eksraksi VaCum ...occooovimeirriimireinienns Rp. 700.000,-
o FEksraksi Vacum Rp.  700.000,- o Embriootomy (pengangkatan bagian janin) Rp. 500.000,-
« Embricotomy (pengangkatan bagian janin) Rp. 500.000.- e EvacuasiDigital .........cocooiiiiinn Rp. 75.000,-
e Evacuasi DigitalRp.  75.000,- o Forcep EKStraksi ..o Rp. 750.000,-
o Forcep Ekstraksi Rp.  750.000 - e Fungsi Cayum Douglas ...............c.c.. Rp. 200.000,-
e Fungsi Cayum Douglas Rp. 200.000,- e Hydrotubasi (pembersihan saluran telur) Rp.  400.000,-
e Hydrotubasi (pembersihan saluran telur) Rp. 400.000,- e Kuret Aborlus Inhamplentus .................. Rp. 500.000.-
o Kuret Abortus Inhamplentus Rp.  500.000,- e Kuretase Misseda Abortus .............c..... Rp. 400.000,
o Kuretase Misseda Abortus Rp.  400.000 - o ManualPlacenta ........ocoooeiiiiininnns Rp. 200.000,-
e Manual Placenta Rp.  200.000 - o Pem DOPIEr ..o Rp. 10.000.-
o PemDoplerRp.  10.000.- e Pemasangan lUD/inplan ................ Rp. 100.000-
« Pemasangan [UD/inplan Rp.  100.000 - o Reposisi EpiSIOtOMY ......ccocooimnnees Rp. 75.000-
e Reposisi Episiotomy Rp. ~ 75.000 - o VerSi LUAM oo Rp. 50.000,-
e VersiluarRp.  50.000,- e Resusitasi Bayi baru lahir .. ... Rp.  60.000.-
e Resusitasi Bayi baru lahir Rp. ~ 60.000 - e Pemasangan infuse melalui tali pusat .Rp.  70.000,-
e Pemasangan infuse melalui tali pusat Rp. 70.000,- o Pemeriksaan USG ..o Rp. 60.000,-
e Pemeriksaan USG Rp.  60.000.- o Persalinan Berat dengan penyult .......... Rp. 1.000.000,-
e Persalinan Berat dengan penyulit Rp. 1.000.000,- e Persalinan Komplikasi ... Rp. 1.000.000,-
e Persalinan Komplikasi Rp. 1.000.000,- e Partus dengan stimulant .................... Rp. 900.000.,-
| e Partus dengan stimulant Rp. - 900.000,-

- | I
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(3) Tarif tindakan medik umum ditetapkan sebagi
» Amputasi dengan Anastesi Lokal ................
= Angkat jahitan (Aff Heacting) ......................
« Circumsisi (khitan) ...................
= Circumsisi dengan Penyulit .......................
= Combuslio GR I/ganti balutan sederhana .....
« Combuslio GR !l / ganti balutan medium ...
» Combuslio GR Il / ganti balutan multiple......

e Dauwer Catheter Urethra (pemasangan

Kateter) ...
e Debrideman luka tanpa Anastesi ...............
o Ektrasi kulit karena trauma ..........................
e Eklplorasi dan Exterpasi Corpus Alienum ....
e Ganglion Carpy ( Tumor Jinak Sendi) ..........
e Incici / Eksisikecil ...
e Incici / Eksisisedang ................cco
¢ Jahit luka berat, luka mengenai

pembuluh darah besar
¢ Jahit luka ringa, luka sampai jaringan

sub. Cutan ...
¢ Jahit luka sedang, luka sampai otot,

pendarahan sedang
o Kista Atheroma (tumor jinak) ...
e Kista Dermoid (Kista Tumor Jinak Kulit) .......
o KIISMa ..o
e Korpus Alienum Subkutan (benang asing

di bawah kulit)
e Kumbah lambung ...
e Lobuloplasty (repair lubang telinga) ............
Luka lecetmultiple ...
Meatotomi Urethra ....................... ...
Nail ekstraksi (pengangkatan kuku) ............
Pemasangan Spalk dewasa ............. ..........
Pemasangan Spalk Anak ...........................
Pemasangan Dower Chateter dengan
penyulit S . : o
¢« Pemasangan Endo Tharakeal tube (ET) .. ..

berikut :

Rp. 80.000 -
Rp. 40.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 75.000,-
Rp. 20.000,-
Rp. 30.000,-
Rp. 40.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 12.500,-
Rp. 15.000,-
Rp. 35.000,-
Rp. 45.000,-
Rp. 15.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 40.000,-
Rp. 15.000-
Rp. 25.000 -

Rp. 40.000,-
Rp. 15.000-
Rp. 15.000,-
Rp. 25.000-
Rp. 10.000 -
Rp. 7.500-
Rp. 75.000 -
Rp. 40.000 -
Rp 5.000 -
Rp. 3.000-
Rp. 7800

Tindakan medik umum ditetapkan sebagi berikut:

e Amputasi dengan Anastesi Lokal Rp. 80.000,-
e Angkat jahitan (Aff Heacting) Rp. 40.000,-
e Circumsisi (khitan) Rp. 50.000,-
¢ Circumsisi dengan Penyulit Rp. 75.000,-
e Combuslio GR l/ganti balutan sederhana Rp. 20.000,-
« Combuslio GR Il / ganti balutan medium Rp. 30.000,-
« Combuslio GR Il / ganti balutan multiple Rp. 40.000,-
o Dauwer Catheter Urethra (pemasangan

kateter) Rp. 10.000,-
e Debrideman luka tanpa Anastesi Rp. 12.500,-
e Ektrasi kulit karena trauma Rp. 15.000,-
« Eklplorasi dan Exterpasi Corpus Alienum Rp. 35.000,-
» Ganglion Carpy ( Tumor Jinak Sendi) Rp. 45.000,-
e Incici / Eksisi kecil Rp. 15.000,-
e Incici / Eksisi sedang Rp. 25.000,-
e Jahit luka berat, luka mengenai pembuluh

darah besar Rp. 40.000,-
« Jahit luka ringa, luka sampai jaringan sub.

Cutan Rp. 15.000,-
e Jahit luka sedang , luka sampai otot, pendarahan

sedang Rp. 25.000,-
+ Kista Atheroma (tumer jinak) Rp. 40.000-
e Kista Dermoid (Kista Tumor Jinak Kulit) Rp. 40.000,-
e Klisma Rp. 15.000,-
e Korpus Alienum Subkutan (benang asing

di bawah kulit) Rp. 15.000,-
e Kumbah lambung Rp. 25.000,-
o Lobuloplasty (repair lubang telinga) Rp. 10.000,-
s LLuka lecet multiple Rp. 7.500,-
e Meatotomi Urethra Rp. 75.000,-
o Nail ekstraksi (pengangkatan kuku) Rp. 40.000,-
e Pemasangan Spalk dewasa Rp. 5.000.-
e Pemasangan Spalk Anak Rp. 3.000,-
e Pemasangan Dower Chateter dengan

penyult Rp. 7.500,

125.000,-

e Pemasangan Endo Tharakeal tube ( ET) Rp.




Pengembalian
kelebihan pembayaran
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(2) Bupati menetapkan  Keputusan penghapusan  Retribusi

Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1);

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35
Atas kelebihan pembayaran Rejak-atau Relribusi, Wajib-Pajak
atau—Wajib  Retribusi  dapat mengajukan  permohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah.
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling fama 12 (dua belas)
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Rajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
Kepata-Dasrah dalam jangka wakiu paling lama 6 (enam) bulan,
sejak’ diterimanya permohonan pengembalian  kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan
suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak
atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) butan.
Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak
atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau
utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
atau SKRDLB.
lika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dva) bulan, Kepala—Daerah
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak
atau Retribusi.

4

(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Refribusi yang

(3)

(3)

(4)

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
Tata cara penghapusan piutang Refribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembaiian kepada Bupali

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak diterimanya pemohonan pengembalian  kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus membenkan keputusan.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Refribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
scbagaimana dimahksud pada ayat (1) diatu dengan Peraturai
Bupati.

Keteniuan Pasal 35
dissmpurnakan, dengan
menambah ayat (8) baru dan
menghapus kata pajak
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Ketentuan Pidana

Pénagihan

Ketentuan peralihan

Pasal 41

(1) Wajib Retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3
(tlga) kali Jumlah Retnbusn terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi dalam Pasal 3

sepanjang fidak diatur dalam Peraturan Daerah yanq hprqangkutan
magih dgngf r'hf:mth dalam ianaka wakty 5 {lima) taht

LA LU TAL I A A TR v—\w lQIIUlI t\;lhl\ul IH OUJGT\
saat terhutang

Pasal 41

(1)  Wajib Retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau
kurang bayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Negara.

BAB .....
TATA CARA PENAGIHAN

‘Pasal ....

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka -
kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat
saat jatuh tempo pembayaran retribusi.

(2) Dalam jangka waktu ..... (v ) hari sejak Surat
Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan
menggunakan STRD.

(4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan
STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih

terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retiibusi

dalam Pasal 3 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang
bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 {tiga) tahun

terhitung sejak saat terhutang.

Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3)
Raperda agar diatur dalam BAB

tersendiri.

Pasal 41 Raperda

disempumakan dengan

menambah 1 (satu) ayat yang
mengatur penerimaan denda
pidana, sesuai dengan Pasal

178 UU No. 28 Tahun 2009.

Setelah BAB yang mengatur Tata

Car Pemungutan, ditambah 1

(satu) BAB yang mengatur tata -

cara penagihan.

Ditambah 1 (satu) pasal yang
mengatur tata cara penagihan.

Ketentuan
disempurnakan

Pasal

42
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Ketentuan Penutup BAB XVIi BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43 Pasal 43

Penjelasan

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Masuk
Tempat Rekreasi dan Olahraga, Peraturan Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau
pertokoan. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 20 Tahun
2002 tentang Retribusi Terminal. Peraturan Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Peraturan Way Kanan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi
Penjualan Produksi Usaha dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka:
1.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan
Daerah ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun
2002 tentang Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002
Nomor....).

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 18 Tahun
2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau pertckoan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002
Nomor...).

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 20 Tahun
2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun 2002 Nomor...).

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor. 22 Tahun
2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor...).
Peraturan Way Kanan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor...)

Ketentuan
disempurnakan

Pasal

Dihilangkan, karena tidak ada yang
perlu dijelaskan

43

GUBER LAMPUNG,

V]

SJACHROEPIN
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ditetapkan sebagai berikut :

ditetapkan sebagai berikut

ayat (5) huruf ¢

_ — 5 | ) 5 ]
e Pemasangan infus per ossteum Rp. 25.000,- ¢ Pemasangan infus per ossteum Rp. 25.000,- T
e Pemasangan NGT (Nasogastric Tube) Rp. 10.000,- ¢ Pemasangan NGT (Nasogastric Tube) Rp. 10.000,- ’
e Pemberian obat dengan uap (NEBULIZER) Rp. 15.000,- e Pemberian obat dengan uap (NEBULIZER) Rp. 15.000,- (
¢ Pungsi Abses Hati Rp. 40.000,- ¢« Pungsi Abses Hati Rp. 40.000,-
e Pungsi Cairan Asceites per Magna Rp. 40.000,- e Pungsi Cairan Asceites per Magna Rp. 40.000,- f
e Pungsi Cairan Sendi Rp. 40.000.- e Pungsi Cairan Sendi Rp. 40.000,- |
e Pungsi Lumbal/sumsum tulang (BMP) Rp. 40.000,- e Pungsi Lumbal / sumsum tulang (BMP) Rp. 40.000,-
e Pungsi perikardial Rp. 40.000,- e  Pungsi perikardial Rp. 40.000,-
e Pungsisubdural ... Rp. 40.000,- * Pungsi subdural Rp. 40.000,-
e Pungsi Ascites (penyedotan cairan perut)....... Rp. 40.000,- * Pungsi Ascites (penyedotan cairan perut) Rp. 40.000,-
e PungsiHaematoma ... Rp. 20.000,- *  Pungsi Haematoma Rp. 20.000,-
e PungsiPleura ... Rp. 40.000 - * Pungsi Pleura Rp. 40.000,-
e PungsiVesicalrinaria ................oo..ocooiiiiii. Rp. 40.000,- * Pungsi Vesica Urinaria Rp. 40.000,-
e Rekaman Elektro Kardio Grafy (EKG) ............ Rp. 10.000,- = Rekaman Elektro Kardio Grafy (EKG) Rp. 10.000,-
¢ Resusitasi jantung dan paru-paru ................... Rp. 40.000,- = Resusitasi jantung dan paru-paru Rp. 40.000,-
e Strapping Sractur Costa ............................... Rp. 50.000,- = Strapping Sractur Costa ............ Rp. 50.000,-
o Terapi "DC Shock” / tindakan Defibrilator........ Rp. 50.000,- * Terapi “DC Shock’/tindakan Defibrilator Rp. 50.000,- ‘
e Tindakan Suction ... Rp. 7.500,- « Tindakan Suction ................... Rp. 7.500,-
e VenaseKSi ... Rp. 30.000,- = Venaseksi....... ................... Rp. 30.000,-
e Water SealDrainage .....................cccceeeiiiiil Rp. 95.000,- =  Water Seal Drainage .. Rp. 95.000,-
e Pemeriksaan EEG (Elektro Encephalografi)...Rp. 75.000,- = Pemeriksaan EEG (Elektro Encephalografl) Rp. 75.000,-
o Pemeriksaan EMG (Elektro Myografi) ............ Rp. 75.000,- | = Pemeriksaan EMG (ElektrMyografi) Rp. 75.000,-
e Pemeriksaan Endoskopi ..............ccooveiieeins Rp. 100.000,- ' = Pemeriksaan Endoskopi .............. Rp. 100.000,-
¢ Pemeriksaan Elektro Convulsis Theraphi........ Rp. 50.000,- = Pemeriksaan Elektro Convulsis Theraphi  Rp. 50.000,-
¢ Pemasanganinfus ... ~Rp. 10.000,- * Pemasangan Infus Rp. 10.000,-
(4) Tindakan yang dilakukan di ruangan (pasien rawat inap) | d. Tindakan yang diiakukan di ruangan (pasien rawat inap) { Agar tindakan
dikenakan tarif sebagai berikut: dikenakan tarif sebagai berikut: yang dimaksud
a. Kelas | o 1,5 kali tarif Pasal 8 a. Kelas | CTRp dicantum secara
b. Kelfas I - 1 kali tarif Pasal 8 b. Kelas i . Rp. [ definitif
c. Kelas Il : 0,5 kali tarif Pasal 8 c. Kelas Il " Rp.. ’ )
Pasal 11 }
(1) Tarif Tindakan Medik Operatif dilakukan di kamar operasi | e. Tindakan Medik Operatif dilakukan di kamar operasi ‘ Pasal 11 diubah
menjadi Pasal !
|
|
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[ R 3 4 5
a. Operasi sangat besar / khusus 1. QOperasi sangat besar/ khusus :
1) Kelas! .. .cooceennioi. Rp.2.200.000,- a) Kelasl................ Rp. 2.200.000,-
a) PraOperasi...... ..... Rp. 160.000,- 1) Pra Operasi .. ........... Rp. 160000,
e Dr spesialis ...............Rp.  15.000,- e Dr.spesialis ............ Rp. 15.000-
e DrUmum..........Rp. 10.000- e Dr.Umum ............... Rp. 10000,
e PersigpanRR ............. Rp.  25.000,- e PersigpanRR.......... Rp. 25.000-
e AskepOK................ Rp.  35.000,- o AskepOK............ Rp. 35000-
e AskepRR............Rp.  50.000- e AskepRR.......... Rp.  50.000.-
« Rumah Sakit .............. Rp. ~ 25.000,- e Rumah Sakit ............ Rp. 25000-
b)  Operasi ..ccovrmrivaiinn Rp. 1.946.000,- 1) Operasi....coennn. Rp. 1.946.000,- Penambahan biaya sebesar
e Operator ..o Rp. 950.000,- e Operator............. Rp. 950000, 25% dihilangkan
e Asisten Operator ........... Rp. 160.000,- e  Asisten Operator ..... Rp. 160.000.-
o nstrumen ............... Rp. 160.000,- e Instrumen ... Rp. 160.000,-
o Anastesi............... Rp. 275.500,- e Anastesi.......... Rp. 275500,
o Asisten Anastesi ........... Rp.  140.000,- e  Asisten Anastesi...... Rp. 140000,
« Sarana Rumah Sakit ...... Rp. 130.000,- e Sarana Rumah Sakit . Rp. 130.000.-
o Oksigen ... Rp.  50.000.- e Oksigen ............. Rp.  50.000,
e Resusitasi ... Rp.  80.500,- e Resusitasi ................ Rp. 80500,
¢) PostOperasi............... .Rp. 94.000,- 2) Post Operasi Rp.  94.000.-
e Kebersihan ................. Rp.  25.000,- e Kebersihan ................. Rp. 25000,
e« AnastesiRR ... ... Rp. 45.000- e AnastesiRR ... Rp. 45000,
e Rumah Sakit ............. Rp.  24.000,- e  Rumah Sakit ............... Rp.  24.000,-
2) Kelash ... Rp. 1.850.000,- by Kelasll . e Rp. 1.850.000,-
a) Praoperasi................ Rp. 130.000.- 1) Praoperasi ... .o Rp. 130.000,
e Dr Spesialis ... ........... Rp  12.000,- e Dr. Spesialis ..o, Rp. 12.000,-
e Dr.Umum ... .............Rp. 7.000.- e Dr.Umum ....ooviiiinn Rp. /000,
Parsiapan RR ... Rp. 20.500- e Persiapan RR ... Rp. 20500,
Askep OK ... Rp.  30.000.- o AskepOK.. .o Rp. 30.000.-
e AskepRR...........Rp. 40.000- e AskepRR ... Rp. 40.000.-
e Rumah Sakit ............... Rp.  20.500,- e Rumah Sakit ... Rp. 20.500,-
b) Operasi ... Rp. 1.645.000,- 1) OPErasi ..o Rp. 1.645000-
e Cperator............... Rp.  783.000,- o Operalor ..o, Rp. 783.000,-
e Asisten Operator .. .. ... Rp.  134.000,- e Asisten Operator .. ... ............ Rp. 134000-
e Instumen ... . ......Rp. 134.000- e Instrumen ... Rp. 134000
e Anastesi. ... .. .Rp. 246.500- e ANastesi ... Rp. 246500,
e Asisten Anastesi . ... Rp. 123.000,- e Asisten Anastesi............ _.Rp. 123000
e RumahSakit. ... .. Rp 112.000- e Rumah Sakit ......... oo Rp. 112000
o Cksigen ... .. .. Rp.  45.000.- e Oksigen .................Rp. 45000-
e Resusitasi .. ... ... Rp. 68.000- e Resusitasi.................Rp. 68000
¢y DostOperast . . . .0p. 79000 2 PostOperasi e - Rp. 75000,
o Kebersinan . . Rp. 20.000.- o Kebersiian ..o Rp.  206.000.-
e Anastesi RR . Rp.  40.000,- e AnastesiRR ... ....Rp. 40.000-
e SaranaRumat  Rp. 15000 - - SaranaRumah Sakit . ... Rp.  15000- B
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3} Kelas il Rp. 1.100.000,- c) Kelas Il oo Rp. 1.100.000,-
a) Praoperasi ... Rp. 82.000,- 1) Praoperasi........... Rp. 82.000,-
o Dr. Spesialis ............... Rp. 7.000,- o Dr Spesialis ............. Rp. 7.000-
o Dr Umum ....cccovenennn Rp. 5.000 - o Dr.Umum ........... Rp. 5.000-
o PersiapanRR .............. Rp. 13.000 - o PersigpanRR ............ Rp. 13.000,-
o Askep OK ...oocovvvrvvrenns Rp. 19.000 - o AskepOK ... Rp. 19.000,-
o AskepRR ..o Rp. 26.000,- o AskepRR ... Rp. 26.000,-
e Rumah Sakit............... Rp. 12.000.- o Rumah Sakit ............. Rp. 12.000,-
b)  Operasi ... Rp.  970.000,- 2)  Operasi ..o Rp.  970.000,
o Operator....ccccvereene. Rp.  460.000- o Operator ..o, Rp. 460.000,-
e Asisten Operator .......... Rp. 81.000.- o Asisten Operator ....... Rp. 81.000,-
o INStrumen .........coev. Rp. 81.000,- o Instrumen ... Rp. 81.000,-
o Anastesi........... Rp.  145.000,- o Anastesi ... Rp. 145.000,-
e Asisten Anastesi .......... Rp. 72.000,- o Asisten Anastesi....... Rp. 72.000,-
e Rumah Sakit ................. Rp. 65.000,- ¢ Rumah Sakit............ Rp. 65.000,-
o Oksigen ..., Rp. 26.000,- o Oksigen ..o Rp. 26.000.-
o Resusitasi ......cco....... Rp. 40.000- o Resusitasi.......... Rp. 40.000,-
¢} PostOperasi.............. Rp. 48.000,- 3) PostOperasi............. Rp. 48.000,-
e Kebersihan ... Rp. 12.500,- o Kebershan.......... Rp. 12.500,-
e AnastesiRR ............. Rp. 23.000.- o AnastesiRR ... Rp. 23.000,-
e Sarana Rumah Sakit ... Rp. 12.500,- » Sarana Rumah Sakit Rp. 12.500-
b. Operasi Besar - 2. Operasi Besar-
1) Kelas /| Rp. 1.800.000,- a. Kelas| Rp. 1.800.000-
a) Praoperasl Rp. 137.000,- 1) Pra operasi Rp.  137.000-
+ Dr. spesiatis Rp.  11.000, o Dr spesialis Rp.  11.000.
e Dr.Umum Rp. 7.500,- ¢ Dr.Umum Rp. 7.500,-
» Persiapan RR Rp.  21.500,- ¢ Persiapan RR Rp.  21.500-
e Askep OK Rp.  32.000,- o Askep OK Rp.  32.000-
e Askep RR Rp.  43.000- s AskepRR Rp.  43.000-
e Rumah Sakit Rp.  22.000, ¢ Rumah Sakit Rp.  22.000,-
b)  Operasi Rp. 1. 588.000 - 2)  Operasi Rp. 1.588.000,
e Operator Rp. 755.000.- o Operator Rp. 755.000.-
e Asisten Operator Rp. 130.000,- o Asisten Operator Rp.  130.000,-
e Instramen Rp. 130.000,- » Instramen Rp.  130.000,-
o Anastesi Rp. 237.000,- o Anastesi Rp. 237.000,-
o Asisten Anastesi Rp. 118.000,- + Asisten Anastesi Rp. 118.000,-
e Rumah Sakit Rp. 108.000,- e Rumah Sakit Rp. 108.000,-
» Oksigen Rp.  45.000.- » Oksigen Rp.  45.000,-
e Reausitasi Rp  £5000 - » Resusitas Rp.  65.000,-
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c) PostOperasi Rp. 75.000.- 3) Post Operasi Rp. 75.000,-
e Kebersihan Rp 17.500,- o Kebersihan Rp. 17.500.-
e Anastesi RR Rp 45.000,- s Anastesi RR Rp. 45.000-
e Rumah Sakit Rp. 17.500,- « Rumah Sakit Rp. 17.500,-
2) Kelas Rp. 1. 450.000 - b. Kelas i Rp. 1. 450.000,-
a) Pra operasi Rp. 110.000,- 1) Pra operasi Rp. 110.000,-
e Dr. spesialis Rp 9.000,- e Dr. spesialis Rp. 9.000,-
e Dr. Umum Rp 6.000,- e Dr. Umum Rp. 6.000,-
e Persiapan RR Rp 16.500,- e Persiapan RR Rp. 16.500, -
e Askep OK Rp 26.000,- e Askep OK Rp. 26.000,-
o Askep RR Rp 35.000,- e Askep RR Rp. 35.000,-
e Rumah Sakit Rp. 17.500,- e Rumah Sakit Rp. 17.500,-
b) Operasi Rp. 1.290.000,- 2) Operasi Rp. 1.290.000,-
e QOperator Rp. 610.000,- e QOperator Rp. 610.000,-
e Asisten Operator Rp. 105.000,- « Asisten Operator Rp. 105.000,-
¢ Instrumen Rp. 105.000,- « Instrumen Rp. 105.000,-
e Anastesi Rp. 200.000,- e Anastesi Rp. 200.000,-
¢ Asisten Anastesi Rp. 95.000,- e Asisten Anastesi Rp. 95.000,-
e Sarana Rumah Sakit Rp. 87.000,- e Sarana Rumah Sakit Rp. 87.000.-
o Oksigen Rp. 35.000,- « Oksigen Rp. 35.000-
e Resusitasi Rp. 53.000.- e Resusitasi Rp. 53.000,-
c) Post Operasi Rp. 50.000 - 3) Post Operasi Rp. 50.000,-
e Kebersihan Rp 10 000,- e Kebersihan Rp 10 000 -
¢ Anastesi RR Rp. 30.000,- e Anastesi RR Rp. 30.000,-
¢ Rumah Sakit Rp. 10.000,- « Rumah Sakit Rp. 10.000.-
3) Kelas Rp. 850.000,- c. Kelaslll Rp. 850.000,-
a) Pra operasi Rp. 65.000,- 1) Pra operasi Rp. 65.000,-
e Dr. spesialis Rp. 6.000,- e Dr. spesialis Rp. 6.000,-
e Dr. Umum Rp. 4.000,- e Dr. Umum Rp. 4 000,-
e Persiapan RR Rp. 10.000,- e Persiapan RR Rp. 10.000.-
e Askep OK Rp. 15.000.- e Askep OK Rp. 15.000,-
¢ Askep RR Rp. 20.000,- s Askep RR Rp. 20.000.-
¢ Rumah Sakit Rp. 10.000,- e Rumah Sakit Rp. 10.000,-
b) Operasi Rp  750.000,- 2) QOperasi Rp. 750.000,-
» Operator Rp. 350.000,- e Operator Rp. 350.000,-
» Asisten Operator Rp 65 000 - + Asisten Operator Rp 65 000 -
s Instramen Rp. 55.000,- e Instramen Rp. 65.000,-
s Anastesi Rp. 110000 - e Anastes! Rp. 110.000,-
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* Asisten Anastesi Rp. 56.000,- o Asisten Anastesi Rp. 56.000,-
« Sarana Rumah Sakit Rp. 51.000,- ¢ Sarana Rumah Sakit Rp. 51.000,-
« Oksigen Rp. 22.000,- ¢ Oksigen Rp. 22.000,-
+ Resusitasi Rp. 31.000,- ¢ Resusitasi Rp. 31.000,-
¢) Post Operasi Rp. 35.000,- 3) Post Operasi Rp. 35.000,-
o Kebersihan Rp. 9.000,- e Kebersihan Rp. 9.000, -
¢ Anastesi RR Rp. 17.000,- e Anastesi RR Rp. 17.000,-
¢ Sarana Rumah Sakit Rp. 9.000,- e Sarana Rumah Sakit Rp. 9.000,-
¢. Operasi Sedang : 3. Operasi Sedang :
1) Kelasl..........ooeooiio. Rp. 1.400.000,- a. Kelas | Rp. 1.400.000,-
a) Pra operasi Rp. 106.000,- 1) Pra operasi Rp. 106.000,-
* Dr. spesialis Rp. 9.000,- e Dr. spesialis Rp. 9.000,-
e Dr. Umum Rp. 5.500,- e Dr.Umum Rp. 5.500,-
e Persiapan RR Rp. 16.500,- + Persiapan RR Rp. 16.500,-
e Askep OK Rp. 25.000,- o Askep OK Rp. 25.000,-
e Askep RR Rp. 33.000,- e AskepRR Rp. 33.000,-
e Sarana Rumah Sakit Rp. 16.500,- e Sarana Rumah SakitRp. 16.500,-
b) Operasi Rp. 1.235.000,- 2) Operasi Rp. 1.235.000,-
e Operator Rp. 590.000,- e Operator Rp. 590.000,-
» Asisten Operator Rp. 100.000,- o Asisten Operator Rp.  100.000,-
e Instrumen Rp. 100.000,- e Instrumen Rp. 100.000,-
e Anastesi Rp. 185.000, - ¢ Anastesi Rp 185 000 -
+ Asisten Anastesi Rp. 92.000 - e Asisten Anastesi  Rp. 92.000,-
e Sarana Rumah Sakit Rp 83.000,- e Sarana Rumah SakitRp. 83.000,-
e Oksigen Rp 35.000,- e Oksigen Rp. 35.000,-
e Resusitasi Rp 50.000,- + Resusitasi Rp. 50.000,-
c) Post Operasi Rp 59.000.- 3) Post Operasi Rp. 59.000,-
e Kebersihan Rp 12.500,- e Kebersihan Rp. 12.500,-
¢ Anastest RR Rp. 34.000,- ¢ Anastesi RR Rp. 34.000,-
e« Rumah Sakit Rp. 12.000,- ¢ Rumah Sakit Rp. 12.000,-
2) Kelas Il ... Rp. 1.130.000,- b. Kelas I Rp. 1.130.000,-
a) Praoperasi.................... Rp. 85.000,- 1) Pra operasi Rp. 85.000,-
o Dr. Spesialis ............... Rp 8.000,- e Dr. Spesialis Rp. 8.000,-
e Dr.Umum ................. Rp 5.000. - e Dr. Umum Rp. 5.000,-
e PersiapanRR ........... Rp. 13.000.- e Persiapan RR Rp. 13.000,-
* Askep OK ......... Rp 20 000 - e Askep OK Rp. 20.000,-
e AskepRR ........ ....... Rp. 26.000 - e Askep RR Rp. 26.000,-
¢ RumahSa+* ... Rp 13.000.- e Rumah Sakit Rp. 13.000- |
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b) Operasi...........cccc..oooeienn. Rp. 1.000.000,- 2) Operasi Rp. 1.000.000,-
e Operator .......ccoecovvneenn. Rp. 475.000,- o Operator Rp.  475.000,-
e Asisten Operator .......... Rp. 80.000,- s Asisten Operator Rp. 80.000,-
e Instramen ..................Rp. 80.000,- e Instramen Rp. 80.000,-
e Anastesi ...................... Rp. 150.000.- e Anastesi Rp. 150.000,-
» Asisten Anastesi.......... Rp. 75.000,- e Asisten Anastesi Rp. 75.000,-
e Rumah Sakit ............... Rp. 70.000,- e Rumah Sakit Rp. 70.000.,-
e Oksigen ...................... Rp. 30.000,- e Oksigen Rp. 30.000,-
* Resusitasi .................... Rp. 40.000,- e Resusitasi Rp. 40.000,-
c) PostOperasi................. Rp. 45.000,- 3) Post Operasi Rp. 45.000,-
e Kebersihan .................. Rp. 12.000,- e Kebersihan Rp. 12.000,-
e AnastesiRR ............... Rp 21.000,- « Anastesi RR Rp. 21.000,-
o Rumah Sakit ............. Rp 12.000,- ¢ Rumah Sakit Rp. 12.000,-
3) Kelas Ml ..o Rp. 685.000,- c. Kelas I Rp. 685.000,-
a) PraOperasi.................... Rp 52.000,- a) Pra Operasi Rp. 52.000,-
« Dr Spesialis ............. Rp 5.000.- e Dr. Spesialis Rp. 5.000,-
e DroUmum ... Rp 3.000,- e Dr.Umum Rp. 3.000.-
¢« PersiapanRR .......... Rp 8.000,- e Persiapan RR Rp. 8.000,-
e« AskepOK ............... Rp 12.000.- e Askep OK Rp. 12.000,-
o AskepRR ... Rp 16.000 - e Askep RR Rp. 16.000,-
e Rumah Sakit ............. Rp. 8.000,- e Rumah Sakit Rp. 8.000,-
b) Operasi......................... Rp. 605.000,- b) Operasi Rp. 605.000,-
e Operator ..........c.ccoee.. Rp 287.000.- e Operator Rp. 287.000,-
e Agisten Operator......... Rp. 50.000,- e Asisten Operator Rp. 50.000,-
e |nstramen ... ... .. Rp. 50.000,- e [nstramen Rp. 50.000.-
e Anastesi .................... Rp. 90.000,- e Anastesi Rp. 90.000 -
e Asisten Anastesi ......... Rp. 45.000,- e Asisten Anastesi Rp. 45.000,-
e Rumah Sakit ............... Rp. 41.000,- ¢ Rumah Sakit Rp. 41.000 -
} o OKSIgen ...................... Rp. 17.000. - e Oksigen Rp. 17.000.-
e Resusitasi................... Rp. 25.000,- e Resusitasi Rp. 25.000,-
c) PostOperasi.................. Rp. 28.000,- ¢) Post Operasi Rp. 28.000,-
e Kebersthan .................. Rp. 6.500,- e Kebersihan Rp. 6.500,-
e AnastesiRR ............ Rp. 15.000.- e Anastesi RR Rp. 15.000,-
J e Sarana Rumah Sakit Rp. 6.500,- e Sarana Rumah Sakit Rp. 6.500,-
‘ (2) Tindakan operasi bila sifatnya mendesak (cyto) | 4. OperasiCyto: |
‘ dikenakan biaya | 72 (satu setengah) kal tanf operast | Tindakan operasi bila sifatnya mendesak (cyto)
| kelas yang ditempati/dipilih: dikenakan biaya 1 ¥ (satu setengah) kali tarif operasi
| kelas yar Aitempati/dipilin;
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(3)

(4)

Selain tarif tersebut pada ayatts/id-2 di atas dikenakan
biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai

sebesar harga pembelian ditambah-dengan25-% (dua
pulthdima-persen)-di luar obat subsidi:

Daftar dari jenis/macam tindakan operasi dalam
lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari peraturan daerah ini.

Pasal 12

Tarif pengawasan medik (visite) oleh dokter Spesialis
ditentukan sebagai berikut :

a.
b.
c.

a.

Kelas | Rp. 50.000,-
Kelas Il Rp. 35.000,-
Keias I Rp. 15.000,-

Pasal 13
Tarif konsultasi dokter spesialis (termasuk konsultasi
gizi dan Radiologi) untuk satu kali konsultasi ditentukan
sebagai berikut :

a. Kelas | Rp. 25.000,-
b. Kelas I Rp. 15.000,-
¢. Kelas Il Rp. 7.500,-

Tarif konsultasi dokter atau penata (termasuk penata
gizi atau radiologi) ditentukan sebesar 50 % (lima puluh
persen) sebagaimana ayat 1;

Selain tarif tersebut pada huruf e di atas dikenakan
biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai
sebesar harga pembelian di [uar obat subsidi;

Pengawasan medik (visite) oleh dokter Spesialis
ditentukan sebagai berikut :

1. Kelas | Rp. 50.000-
2. Kelasll Rp. 35.000,-
3. Kelas I Rp. 15.000-

Konsultasi Dokter

1. Tarif konsultasi dokter spesialis (termasuk
konsultasi gizi dan Radiologi) untuk satu kali
konsultasi ditentukan sebagai berikut :

a. Kelasl ....................... Rp. 25.000 -
b. Kelasll ........................ Rp. 15.000.-
c. KRelaslll ...................... Rp. 7.500.-

2. Tarif konsultasi dokter atau penata (termasuk
penata gizi atau radiologi) ditentukan sebesar
50 % (lima puluh persen) sebagaimana ayat 1,

Penderita dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif 3. Penderita dari luar rumah sakit umum
konsultasi kelas [I. dikenakan tarif konsultasi kelas II.
Pasal 14 Pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai
Tarif pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut : berikut:

Pemakaian alat : 1. Pemakaian alat :
1. Kelas | Rp. 20.000,- a) Kelas | Rp. 20.000-

e Jasa Rumah Sakit Rp. 4.000,- » Jasa Rumah Sakit Rp. 4.000-

e Dr. Radiologi Rp. 10.000 - e Dr Radiologi Rp. 10.000,-

e Penata Radiologi Rp.  6.000,- » Penata Radiologi Rp.  6.000,-
2. Kelas Il Rp. 15.000.- b) Kelas Il Rp. 15.000,-

e Jasa Rumah Sakit Rp. 3.000. - « Jasa Rumah Sakit Rp.  3.000-

» Dr Radiologi Rp. 7.500.- e Di. Radiologi Rp.  7.500 -

e Penata Radiologi Rp.  7.500.- + Penata Radiologi Rp. 7.500-

Ketentuan Pasal

12

diubah menjadi Pasal 7

ayat (5) huruf f

Ketentuan Pasal

13

diubah menjadi Pasal 7

ayat (5) huruf g
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3. Kelas Il Rp. 10.000,- c) Kelas il Rp. 10.000- Ketentuan Pasal 14
o Jasa Rumah Sakit Rp. 2.000,- ¢ Jasa Rumah Sakit Rp. 2.000,- diubah menjadi Pasal 7
 Dr. Radiologi Rp. 5.000,- « Dr. Radiologi Rp. 5.000,- huruf h dan
 Penata Radiologi Rp. 3.000.- « Penata Radiologi Rp. 3.000.- penambahan kenaikan
b. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya | harga sebesar  25%
dan bahan kedokteran habis pakal sebeeahhaﬁga bahan dan bahan kedokteran habis pakai di luar | dihilangkan
ermbelian=dnak e en} di luar bahan kedokteran subsidi.
bahan kedokteran subsndl Biaya baca dari dokter radiologi sebesar tarif
c. Biaya baca dari dokter radiologi sebesar tarif konsultasi konsultasi sebagaimana huruf g.
sebagaimana Rasal44. Pemeriksaan Cito Radiologi bila sifatnya
d. Pemeriksaan Cito Radiologi bila sifatnya mendesak dan mendesak dan dikerjakan di luar jam Kkerja
dikerjakan di luar jam kerja dikenakan biaya 1 2 (satu dikenakan biaya 1 % (satu setengah) Kali tarif
setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilih. kelas yang ditempati/dipilih.
Pasal 15 i. Tindakan bagian gigi dan mulut ditetapkan sebagai berikut | Ketentuan Pasal 15
(1) Tarif tindakan bagian gigi dan mulut ditetapkan sebagai | ayat (2) dihiangkan
berikut : 1. Pada gigi Conservasi karena retribusi harus
a. Pada gigi Conservasi a) Tambalam sementara Rp. 10.000,- | disetorkan ke  Kas
1) Tambalam sementara Rp. 10.000,- b) Amalgam Rp. 30.000,- | Daerah dan diubah
2) Amalgam Rp. 30.000,- c) Gl (Glass lonomcc) Fusi Rp. 35.000,- | menjadi Pasal 7 ayat
3) Gl (Glass lonomcc) Fusi Rp. 35.000,- d) Composit Rp. 75000,- | (5) hurufi
) Composit Rp. 75.000,- e) Inlay/ Gigi Rp. 100.000,-
5) Inlay/ Giqi Rp 100000 - f) Perawatan Saraf Gigi/Kunjungan Rp 20000,-
) Perawatan Saraf Gigi / g) Pulpectomy / Ganti Obat/
Kunjungan Rp. 20.000,- Kunjungan | Rp. 30.000,-
7) Pulpectomy / Ganti Obat/ 2. Exodontia ditetapkan sebagai berikut
Kunjungan | Rp. 30.000,- a) Pencabutan gigi sulung /gigi Rp. 15.000,-
b) Pencabutan gigi permanen /
b. Exodontia ditetapkan sebagai berikut : gigi depan Rp. 25.000,-
) Pencabutan gigi sulung / gigi .........ocooceiiiiii c) Pencabutan gigi permanen /
2) Pencabutan gigi permanen / gigidepan ..............| gigi belakang Rp. 30.000,-
3) Pencabutan gigi permanen / gigi belakang .........] d) Pencabutan gigi terpendam, posisi, Mesio Angular
) Pencabutan gigi terpendam, posisi, Mesio Rp. 150 000,-
ANGUIAr e e) Pencabutan gigi terpendam
5) Pencabutan gigi terpendam tidak kelihatan .......... tidak kelihatan Rp. 350.000,-
6) Pencabutan gigi dengan komplikasi/ Factur ........ f)y Pencabutan gigi dengan komplikasi/
7) Pencabutan gigi dengan kelainan Factur Rp. 75000,-
akar Rp 25000 g) Pencabutan gigi dengan kelainan
akar.. Rp. 25.000,-

(Hypercomentosis)

Q—lypercomento&s)
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c. Minor Oral Sargery ditetapkan sebagai berikut :

1) Incise Abces Drainage Intra Oral Rp. 60.000,-
2) Ekstra Oral Rp. 200.000,-
3) Alveolectomy Rp. 100.000,-
4) Apicoectomy Rp. 100.000,-
5) Exstirpasi Kista Kecil Rp. 100.000,-
6) Pengambilan Gigi dalam Sinus Maxsillaris ..........
7) Op Excostosis Rp. 100.000,-
8) Exsisi Tumo Kecil pada lidah, bibir, gusi, langit-
langit
9) dan Vesti Bula Rp. 100.000,-
10) Splinting, Imobiusasi Fracture Rahang dan Gigi ..
11) Pemeriksaan PA Rp. 150.000,-
12) Reposisi TMJ Rp. 100.000,-
d. Operasi yang dilakukan di kamar bedah disamakan
dengan tarif di kamar bedah.
e. Periodontologi ditetapkan sebagai berikut
1) Scaling — Ultrasonic Scaller Rp. 50.000,-
2) Scalling Manual Rp. 30.000,-
3) Curettage / Regio Rp. 50.000,-
4) Gingivectomy Rp. 80.000,
5) Radang gusi dan mulut Rp. 25.000.-
f. Prostodantia/prothesa lepas ditetapkan sebagai
berikut :
1) Prothesa lepas 1-2 gigi:
e Plat + gigi Rp. 120.000 -
o Gigi Rp. 10.000,-
2) Prothesa penuh rahang atas dan bawah (per
rahang) Rp. 300.000,-
3) Prothesa lokal
« Mahkota full pergigi/jaket
crown/gigi Rp. 300.000,-
e Mahkota jembatan pertiga
gigi (tergantung bahan) Rp. 800.000,-

3. Minor Oral Sargery ditetapkan sebagai berikut :

a) Incise Abces Drainage Intra Oral Rp.  60.000,-
b) Ekstra Oral Rp. 200.000,-
c) Alveolectomy Rp. 100.000,-
d) Apicoectomy Rp. 100.000,-
e) Exstirpasi Kista Kecil Rp. 100.000,-
f) Pengambilan Gigi dalam Sinus

Maxsillaris Rp. 250.000,-
g) Op Excostosis Rp. 100.000,-
h) Exsisi Tumo Kecil pada lidah, bibir, gusi, langit-

langit dan Vesti Bula Rp. 100.000,-
i) Splinting, Imobiusasi Fracture

Rahang dan Gigi Rp. 100.000,-
j) Pemeriksaan PA Rp. 150.000,-
k) Reposisi TMJ Rp. 100.000,-

4. Operasi yang dilakukan di kamar bedah disamakan

dengan tarif di kamar bedah.

5. Periodontologi ditetapkan sebagai berikut :

a) Scaling — Ultrasonic Scaller Rp. 50.000.-
b) Scalling Manual Rp. 30.000,-
c) Curettage / Regio Rp. 50.000.-
d)y Gingivectomy Rp. 80.000,-
e) Radang gusi dan mulut Rp. 25.000.-
6. Prostodantia/prothesa lepas ditetapkan sebagai
berikut :
a) Prothesa lepas 1-2 gigi:
e Plat + gigi Rp. 120.000.-
e Gigi Rp. 10.000-
b) Prothesa penuh rahang atas dan bawah (per
rahang) Rp. 300.000 -
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4) Perawatan Ortho Denthi :

e Removable / rahang Rp. 250.000,-
e Fixed/rahang/kunjungan Rp. 400.000,-
Rp. 25.000,-

yang-dirawat:
(2) Besarnya tarif tindakan ditentukan sebagai berikut :
a. Tindakan Physiotherapi (Excercise, Traksi, Massage
dan semacamnya) untuk setiap macam dan satu Kali
tindakan sebesar Rp. 29.500,- dengan perincian :

- Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,-
Jasa dckter Fisioterapi Rp. 20.000,-
(Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi

dikenakan tarif 50 % jasa dokter)

b. Tindakan penyinaran dan pemanasan (Diatermi, Ultra
Violet, URR, Faradisasi, Neodinator) untuk setiap
macam dan satu kali tindakan sebesar Rp. 29.500 -
dengan perincian :

Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500.-
Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,-
(Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi,
dikenakan tarif 50% jasa dokter)
(3) Tarif tindakan rehabilitasi medik yang berlaku bagi
penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai
berikut:

- Kelas | - Dua kali tarif rehabilitasi medik.
Keias il . Gatu kaii tarif rehabilitasi medik.
Keias il . _Setengah kal tarif medik.

c) Prothesa lokal
» Mahkota full pergigi/jaket crown/

gigi Rp. 300.000,-
¢ Mahkota jembatan pertiga gigi (tergantung
bahan) Rp. 800.000,-
dy Perawatan Ortho Denthi :
¢ Removable / rahang Rp. 250.000,-
¢ Fixed/rahang/kunjungan Rp. 400.000,-
« Control/kunjungan Rp. 25.000,-

j. Tindakan rehabilitasi medik sebagai berikut :

1.

Tindakan Physiotherapi (Excercise, Traksi,
Massage dan semacamnya) untuk setiap macam
dan satu kali tindakan sebesar Rp. 29.500,- dengan
perincian :
- Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,-
- Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,-
(Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi,
dikenakan tarif 50 % jasa dokter)
Tindakan penyinaran dan pemanasan (Diatermi,
Ultra Violet, URR, Faradisasi, Neodinator) untuk
setiap macam dan satu kali tindakan sebesar Rp.
29.500,- dengan perincian :

- Jasa Rumah Sakit §.500,-

20 D00 .

Lv.wuvww,

Rp.
- Jasa dokter Fisiotera Rp.
(Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi,
dikenakan tarif 50% jasa dokter)
Tarif tindakan rehabilitasi medik yang berlaku bagi
penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai
berikut:

- Kelas |
- Kelas !l
- Kelas i

- Ketentuan Pasal 16

ayat (1) huruf a dam
huruf b dihilangkan

dan tarif harus
ditetapkan secara
definitif.

Ketentuan Pasal 16
ayat (2) diubah
menjadi Pasal 7
huruf

Ayat (3) tarif harus
ditetapkan secara
definitif
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Pasal 17
Tarif obat-obatan/reagensia serta bahan-bahan atau alat-
alat kedokteran habls pakai di luar subsnd| ditetapkan sesuai

harga pembelian e

Pasal 18
Chek-Up ditentukan
Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan Laboratorium,

Tarif General sebagai berikut:
Pemeriksaan Electro Kardiografi dan lain-lain (tidak
termasuk pengobatan bila diperlukan), tarif disesuaikan

dengan tarif permintaan yang dilaksanakan.

Pasal 19
(1) FasEVisum Et Repertum ditentukan sebagai berikut :

a. Untuk Visum Luar ............. ... Rp. 25.000,-
b. Untuk Bedah Mayat ................ ... Rp. 300.000,-
c. Visum Asuransi ............................

Rp 50,000

Pasal 20
(1) Tarif jasa pemeriksaan uji
sebagai berikut:

kesehatan ditetapkan

a. Untuk peiajar dan mahasiswa Rp. 10. 000, -
b. Untuk mendapat pekerjaan Rp. 15.000,-
¢. Untuk diangkat menjadi PNS Rp. 50.000,-
d. Untuk calon pengantin Rp. 15.000,-
e.

Untuk keperluan Iain-lain

Rp. 15.000,-

Pasal 21
Tarif penggunaan mobil ambulance atas
ditentukan sebagai berikut
a. Tarif mobil ambulance ditentukan per kilometer
berdasarkan tarif 1esmi pemerintah dengan biaya
paling sedikkit Rp. 100000,- ditambah pemakalian
bahan bakar

jenazah

k. Obat-obatan/reagensia serta bahan-bahan atau alat-alat
kedokteran habis pakai di luar subsidi ditetapkan sesuai
harga pembelian.

. General Chek-Up ditentukan sebagai berikut
Pemeriksaan  lengkap  termasuk  Laboratorium,
Pemeriksaan Electro Kardiografi dan lain-lain (tidak
termasuk pengobatan bila diperlukan), tarif ditetapkan
Rp. ............

m. Visum Et Repertum ditentukan sebagai berikut :
1. Untuk Visum Luar ... Rp. 25.000,-
2. Untuk Bedah Mayat .................... Rp. 300.000,-
3. Visum Asuransi . .......ccoeeeeieein. Rp. 50.000,-

n. Jasa pemeriksaan uji kesehatan ditetapkan sebagai

berikut:

1. Untuk pelajar dan mahasiswa Rp. 10. 000,-
2. Untuk mendapat pekerjaan Rp. 15.000,-
3. Untuk diangkat menjadi PNS Rp. 50.000,-
4. Untuk calon pengantin Rp. 15.000,-
5. Untuk keperluan lain-lain Rp. 15.000,-

o. Penggunaan mobil ambulance atas jenazah ditentukan
sebagai berikut :

1 Tarif mobil ambulance ditentukan per kilometer
berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya
paling sedikit Rp. 100.000.- ditambah pemakaian
bahan bakar

Ketentuan Pasal 17
diubah menjadi Pasal 7
huruf k

Ketentuan Pasal 18
diubah menjadi Pasal 7
huruf | dan tarif harus

ditetapkan secara
definitif
Ketentuan Pasal 19

diubah menjadi Pasal 7
huruf m dan ayat (2)
dihilangkan

Ketentuan Pasal 20
diubah menjadi Pasal 7
huruf n dan ayat (2)
dinilangkan

Ketentuan Pasal 21
diubah menjadi Pasal 7
ayat (5) huruf o
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b. Tarif mobil jenazah ditentukan per kilometer
berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya
paling sedikit Rp. 100.000,- ditambah pemakaian
bahan bakar. Apabila menunggu bermalam
dikenakan biaya tiap malam sebesar Rp. 75.000,-

¢. Mobil jenazah yang digunakan untuk keperluan
pemakaman setiap kali pemakaman Rp. 100.000,-
ditambah pemakaian bahan bakar dan tarif
kendaraan per kilometer serta jasa sopir Rp.
50.000,-. Apabila menginap dikenakan biaya
tambahan per malam Rp. 50.000,-

(2) Jarak pemakaian mobil Ambulance dan mobil jenazah
dihitung pulang pergi (PP).
(3) Tarif jasa pengantar pasien rujukan:

- Para Medis Hari | (pertama) Rp. 75.000,-
setiap kali menginap 1 malam
ditambah biaya Rp. 75.000,-

- Dokter Hari | (pertama) Rp. 150.000,-

setiap menginap 1 malam
ditambah dengan biaya Rp.
150.000,-
Pasal 22
(1) Tanf pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai
berikut :
A. Pemeriksaan Sederhana
a. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

1. Kelas lll adalah sebesar.... Rp. 7.500,-
-Jasamedis...................... Rp. 4.500,-
- Jasa Rumah Szkit... ........ Rp. 3.000,-
2. Kelas Il adalah sebesar...... ... Rp. 9.500,-
- Jasamedis............ .......... Rp. 5.500-
- Jasa Sarana Rumah Sakit... .Rp. 4.000,-
3. Kelas | adatah sebesar ........... Rp. 11.500,-
-Jasamedis........................ Rp. 7.000,-
- Jasa Rumah Sakit............... Rp. 4.500,-

Tarif mobil  jenazah  ditentukan per kilometer
berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya
paling sedikit Rp. 100.000,- ditambah pemakaian
bahan bakar. Apabila menunggu bermalam dikenakan
biaya tiap malam sebesar Rp. 75.000,-

Mobil jenazah yang digunakan untuk keperiuan
pemakaman setiap kali pemakaian Rp. 100.000,-
ditambah pemakaian bahan bakar dan tarif kendaraan
per kilometer serta jasa sopir Rp. 50.000,-. Apabila
menginap dikenakan biaya tambahan per malam Rp.
50.000,-

Jarak pemakaian mobil Ambulance dan mobil jenazah
dihitung pulang pergi (PP).

Tarif jasa pengantar pasien rujukan:

- Para Medis Hari | (pertama) Rp. 75.000,-
setiap kali menginap 1 malam
ditambah biaya Rp. 75.000.-

- Dokter Hari | (pertama) Rp. 150.000,-

setiap menginap 1 malam
ditambah dengan biaya Rp.
150.000, -

p. Pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

1.

Pemeriksaan Sederhana
- Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

a) Kelas lll adalah sebesar........... Rp. 7.500,-
-Jasamedis...................... Rp. 4.500,-
- Jasa Rumah Sakit...... ........ Rp. 3.000,-
b) Kelas |l adalah sebesar......... Rp. 9.500,-
- Jasamedis....................... Rp. 5.500,-
- Jasa Sarana Rumah Sakit....Rp. 4.000,-
c) Kelas | adalah sebesar ........... Rp. 11.500,-
- Jasamedis......... ... Rp. 7.000 -
- Jasa Rumah Sakit.................. Rp. 4.500-

Ketentuan Pasal 22
diubah menjadi Pasal 7
ayat (5) huruf p
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Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya
blaya obat- obatan dan alat kesehatan sebesar obat-obatan dan alat kesehatan di luar obat subsidi.
haf belia at-cbatan-ditam! 5% di luar - Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk :
obat subsndl e) Kimia
b. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk : e Indeks
1) Kimia s |cterus
¢ Indeks ¢« TTT
o Icterus ¢ Kunkol
o TTT f) Hematologi |
+ Kunkol * HB
2) Hematologi | ¢ Leukosit
e HB e LED
¢ Leukosit e Ht
¢ LED ¢ Eritrosit
o Ht « Retikulosit |
e Eritrosit e Hitung jenis \
» Retikulosit » Hitung Eosinopil |
« Hitung jenis e Masa Pendarahaan
¢ Hitung Eosinopil ¢ Masa Pembekuan
* Masa Pendarahaan g) Ligown
¢ Masa Pembekuan e Jumlah Sel
3) Ligown e Hitung Jenis Sel
e Jumliah Sel + Rivalta
e Hitung Jenis Sel h) Urine
» Rivalta * Warna '
4) Urine o Kejernihan
* Warna e Glukosa/reduksi
* Kejernihan ¢ Bilirubin
o Glukosaf/reduksi s Keton ‘
« Bilirubin e PH |
» Keton e Bj
| e PH e Darah Samar
J e Bj ¢ Protein
} e Darah Samar e Eritrosit
J e Protein » Epitel
| o Eritrosit o Bakteri | |
\ l L Eplt3| \ |
| | e Bakteri ; |
,‘ 1 ]
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» Kristal

» Silinder

¢ Bilirubin

* Urobilinogen

 Nitrit

o Lekosit

5) Feses

o Mikroskopis

e Darah samar
B. Pemeriksaan Sedang

a. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

1. Kelas lll adalah sebesar ................ Rp.12.500,-
- Jasamedis ..., .Rp. 7.500,-
- Jasa Rumah Sakit .................... Rp. 5.000,-
2. Kelas Il adalah sebesar ................. Rp.15.500,-
- Jasamedis ... Rp. 8.500,-
- Jasa Rumah Sakit .................... Rp. 7.000.-
3. Kelas | adalah sebesas ................ Rp. 17.500,-
- JasamediS.........occoooiii Rp. 9.500,-
- Jasa Rumah Sakit................... Rp. 8.000,-

Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan
biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar
harga pembelian obat-cbatan ditambah 25% di
luar obat subsidi.
b. Ketentuan  tarif tersebut  berlaku untuk

pemeriksaan sebagai berikut :
1) Hematologi

» Golongan darah

+ Malaria

» Filarial
2) Serologi

e Test kehamilan pengenceran 2x darni test

kehamilan biasa

3) Kimia

¢ Bilirubin total

¢ Bilirubin direk

¢ Bilirubin Indirek

¢ SGOT

¢ Kristal

» Silinder

 Bilirubin

+ Urobilinogen

 Nitrit

¢ Lekosit

e) Feses

o Mikroskopis

e Darah samar
2. Pemeriksaan Sedang

a. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah:

1) Kelas Il adalah sebesar ............. Rp.12.500,-
- Jasamedis ... Rp. 7.500,-
- Jasa Rumah Sakit ................. Rp. 5.000,-
2) Kelas Il adalah sebesar .............. Rp.15.500,-
- Jasamedis ... Rp. 8.500.-
- JasaRumah Sakit ................ Rp. 7.000,-
3) Kelas | adalah sebesar............... Rp. 17.500,-
- Jasamedis.. .o Rp. 9.500,-
- Jasa Rumah Sakit ................ Rp. 8000,-

Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan
biaya obat-obatan dan alat kesehatan di luar obat
subsidi.
Ketentuan  tarif  terseout berfaku  unluk
pemeriksaan sebagai berikut :
1) Hematologi

¢ Golongan darah

+ Malaria

« Filarial
2) Serologi

e Test kehamilan pengenceran dikenakan 2x

dari tarif test kehamilan biasa

3) Kimia

« Bilirubin total

¢ Bilirubin direk

e Bilirubin Indirek

o SGOT

o
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e SGPT oSGPT
o Alkali fosfatase o Alkali fosfatase
e Gama GT e Gama GT

¢ Cholin Esterase
¢ Protein Total
o Albumin
e Glubolin
* Ureum
s Creatinin
e Uric Acid
* Kolestrol
e HDL
e LDL
» Trigliserid
e Glukosa
4) Bakteriologi/Mikroorganisme :
e BTA
e Gram
e Jamur

C. Pemeriksaan Canggih

a. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

1. Kelas lll adalah sebesar ............ Rp. 30.000,-
- Jasamedis ....................... Rp 17500 -
- Jasa Rumah Sakit ................. Rp. 12.500, -
2. Kelas Il adalah sebesar .............. Rp. 35.500,-
- Jasamedis ... Rp. 20.000,-
- Jasa Rumah Sakit ................. Rp.15.500, -
3. Kelas | adalah sebesar ... ....... Rp. 45.000,-
- Jasamedis ... Rp. 27.500,-
- Jasa Rumah Sakit ................. Rp.17.500,-

Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan
biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar
harga pembelian obat-obatan ditambah 25 %.

b. Ketentuan tarif tersebut beriaku untuk

pemeriksaan sebagai berikut :

¢ Cholin Esterase
e Protein Total
e Albumin
o Glubolin
e Ureum
¢ Creatinin
¢ Uric Acid
¢ Kolestrol
¢ HDL
e LDL
e Trigliserid
e Glukosa
4) Bakteriologi/Mikroorganisme :
e BTA
e Gram
e Jamur

3. Pemeriksaan Canggih

a.

Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah:

1) Kelas lli adalah sebesar .......... Rp. 30.000, -
Jasamedis ... Rp. 17.500 -

- Jasa Rumah Sakit ........... ... Rp. 12.500,-

2) Kelas Il adalah sebesar ........... Rp. 35.500.-
- Jasamedis ......................... Rp. 20.000.-

- Jasa Rumah Sakit ............... Rp.15500,-

3) Kelas | adalah sebesar ............ Rp. 45.000.-
- Jasamedis ... Rp. 27500,-

- Jasa Rumah Sakit ............... Rp.17.500,-

Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan
biaya obat-obatan dan alat kesehatan.

Ketentuan tarif  tersebut berlaku untuk
pemeriksaan sebagai berikut :

| 1) Kimia: 1) Kimia:

; e Natnum e Natrium

| e Kalium e Kalium

! e Clorda ~ Clorida o




25

1

5

]

» Calcium
o Ck-NAK
* Ck-MB
¢T3
eT4
e TSH
r 2) Serologi
» TPHA
’ o Widal
» WDRL
e RF
¢ ASTO
* HBs Ag
« Anti HBS
* BMP (Bone Marrow Punclien)
3) Hematologi
* Sel LE
(2) Pemeriksaan Cito ditambah 50% dari tarif di atas
(3) Pemeriksaan penderita di ICU disesuaikan dengan tarif
| tiap konsultasi sebagaimana pada Pasal 8.
(4) Biaya konsultasi Dokter Spesialis disesuaikan dengan
tiap konsultasi sebagaimana pasal 8.

Pasal 23
Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai pemeriksaan sedang
dengan tarif sesuai Pasal 22 dengan ketentuan sebagai
i berikut :
a Test Alergi (skin test) untuk 1 (satu) seri test seharga
obat-obatan untuk test yang dipakai ditambah-25-%-
b- Biaya pengobatan alergi dengan obat lapprin atau
sejenisnya seharga obat yang dipakai éitambah-25-%-
c. Untuk test alergi dikenakan biaya konsultasi.
d. Bagi pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif
konsultasi kelas Il

I

¢ Calcium
o CK-NAK
» Ck-MB
¢T3
+ T4
* TSH

2)  Serologi
¢« TPHA
» Widal
+ WDRL
*« RF
« ASTO
* HBs Ag
« Anti HBS
+« BMP (Bone Marrow Punclien)

3) Hematologi
* Sel LE
4. Pemeriksaan Cito ditambah 50% dari tarif .......
Pemeriksaan penderita dilCURp .......
Biaya konsultasi Dokter Spesialis Rp .......

5. Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai pemeriksaan

sedang dengan tarif sesuai huruf p angka 2 dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Test Alergi (skin test) untuk 1 (satu) seri test
seharga obat-obatan untuk test yang dipakai Biaya
pengobatan alergi dengan obat lapprin atau
sejenisnya seharga obat yang dipakai Uniuk test
alergi dikenakan biaya konsultasi.

b. Bagi pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan
tarif konsultasi kelas Il

Tarif harus ditetapkan

secara definitif

Ketentuan

diubah menjadi Pasal 7

angka 7

Pasal

22

L
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Pasal 24 dihilangkan,

karena sudah digabung

dengan Pasal 5

Pasal 25 Pasal 25 Pasal 25

Dalam hal pasien yang tidak mampu/miskin yang dibuktikan | Dalam hal pasien yang tidak mampu/miskin yang dibuktikan | disempurnakan dengan

dengan surat Kepala Desa /kelurahan yang diketahui oleh | dengan surat Kepala Desa /kelurahan yang diketahui oleh | adanya perubahan
camat dan kepala dinas sosial tempat herdomosili pasien | diatas, maka pasal |

camat dan kepaia dinas sosial tempat berdomosili pasien
dalam waktu 2 X 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat di
Rumah Sakit Umum dengan fasilitas rawat tinggal kelas lil
(tiga) dapat diberikan keringanan.

Pasal 26

Dalam hal seseorang—penderta memerlukan perawatan

maka cara pembayarannya /

pemblayaan sntentukan sebagai berikut :

a. setiap pasien yang akan dirawat di kelas | (satu)
diharuskan mengisi formulir yang tersedia di kelas |
(satu) dalam hal kesanggupan memenuhi persyaratan-
persyaratan yang ada.

dalam waktu 2 X 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat di
Rumah Sakit Umum dengan fasilitas rawat tinggal kelas Hli
(tiga) dapat diberikan keringanan yang ditetapkan oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26
Dalam hal pasien memerlukan perawatan rawat inap maka
cara pembayarannya / pembiayaan sitentukan sebagai
berikut :

a. setiap pasien yang akan dirawat di kelas | (satu)
diharuskan mengisi formulir yang tersedia di kelas | ‘
(satu) dalam hal kesanggupan memenuhi persyaratan- ‘
persyaratan yang ada. |

selanjutnya
menyesuaikan

Pasal 26
disempurnakan

L
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b. Apabila ketentuan dimaksud
tidak dipenuhi maka setelah diberitahukan kepada
pasien / keluarganya / penanggungjawabnya, maka
Direktur dapat :
1. Mengeluarkan / memulangkan
keadaannya mengizinkan.
2. Memmdahkan pasien ke kelas yang Ieb|h rendah

pasien jika

C. apabﬂa seseorang pasuen dlkeluarkan / menmggal
dunia dan belum membayar biaya pelayanan, maka
mereka yang menaggung biaya pelayanan. Hutang=itd
ditagib-menurut peraturan yang berlaku.

d. Membayar retribusi atas pemakaian jasa dan fasilitas
rumah sakit seperti yang telah ditetapkan pada
Peraturan Daerah ini dilakukan pada loket pembayaran
yang telah ditetapkan.

Pasal 28
Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar
adalah sebagai berikut :
a. Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan
pada Unit Rawat Jalan / Poliklinik (diluar tindakan dan

obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap
orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut

+—Kareis —Rp—L06~
2. Kartu Status Rp.  750.-
3. Jasa Puskesmas :Rp. 750-
4. Jasa Dokter - Rp. 1.500.-
5 Jasa Peiawal . Rp. 1.000,-
6. Jasa Farmasi :Rp. 500,-

b. Apabila ketentuan dimaksud pada huruf a tidak
dipenuhi maka setelah diberitahukan kepada pasien /
keluarganya / penanggungjawabnya, maka Direktur
dapat :

1. Mengeluarkan / memulangkan
keadaannya mengizinkan.
2. Memindahkan pasien ke kelas yang lebih rendah.

pasien jika

c. apabila seseorang pasien dikeluarkan / meninggal

dunia dan belum membayar biaya pelayanan, maka ahli
warisnya yang menaggung biaya pelayanan yang akan
ditagih sesuai peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

d. Pembayaran retribusi dilakukan di loket pembayaran

yang telah ditetapkan.

Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Pasal 28

(1) Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus
dibayar adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan

Kesehatan pada Unit Rawat Jalan / Poliklinik (diluar

tindakan dan obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan
perincian sebagai berikut :

1. Kartu Status Rp. 750,-

2. Jasa Puskesmas :Rp.  750,-

3. Jasa Dokter - Rp. 1.500,-

4 Jasa Perawat “Rp. 1.000,-

5  Jasa Farmasi Rp. 500,-

Pasal 27 dihilangkan

Ketentuan pasal 28
judul  disempurnakan
dan tarif karcis
dihilangkan.
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Tarif pemberian kekebalan / imunisasi dibebaskan bagi
masyarakat Akan tetapi biaya pengadaan alat suntik
(dispossible) dibebankan kepada maasyarakat sebesar
Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (diluar
tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,-
(ima belas ribu rupiah) per orang per kunjungan,
dengan perincian sebagai berikut :

—IKareis —Rp—1-0080

LA aca=a

2. Kartu Status - Rp. 2.000,-

3. JasaPuskesmas - Rp. 2.500.-

4. Jasa Dokter : Rp. 4.500,-

5. Jasa Perawat - Rp. 4.000.-

6. JasaFarmasi - Rp. 1.000,-
Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir kesehatan) :

1. Umum Rp. 5§.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang

per kunjungan.

2. Apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan
pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai
tarif pelayanan yang diberikan.

Pasal 29

Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut :

a.

Tarif pendaftaran rawat inap :

—Karcis Rp=1-000-
- Jasa Puskesmas Rp. 1.000,-
- Kartu status Rp. 2.500,-
Rawat Inap :
Kelas | Rp.100.000,-
- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 30.000,-
- Jasa Dokter/Visite Rp. 30.000.-
- Jasa Perawat Rp. 30.000,-
- Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 10.000,-
Kelas Il Rp. 75.000, -
- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 20.000,-
Jasa Dokter/Visite Rp. 25 000.-
- Jasa Perawat Rp. 20.000 -

Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 10.000.-

b. Tarif pemberian kekebalan / imunisasi dibebaskan.
Akan tetapi biaya pengadaan alat suntik
(dispossible) dibebankan kepada pasien sebesar
Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

c. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (diluar
tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,-
(lima belas ribu rupiah) per orang per kunjungan,
dengan perincian sebagai berikut :

1. Kartu Status :Rp. 2.000,-
2. Jasa Puskesmas :Rp. 2.500,-
3. Jasa Dokter :Rp. 4.500,-
4. Jasa Perawat :Rp. 4.000,-
5. Jasa Farmasi :Rp. 1.000,-

d. Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir kesehatan) :
1. Umum Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap
orang per kunjungan.
2. Apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan
pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai
tarif pelayanan yang diberikan.

(2) Tanf perawatan pasien per hari di
berikut :

a. Tarif pendaftaran rawat inap :
- Jasa Puskesmas Rp. 1.000.-
- Kartu status Rp 2500,.-
b. Rawat lnap:
Kelas | Rp.100.000,-
- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 30.000,-
- Jasa Dokter/Visite Rp. 30.000,-
- Jasa Perawat Rp. 30.000,-
- Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 10.000,-
Kelas | Rp. 75.000,-
- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 20.000,-
- Jasa Dokter/Visite Rp. 25.000,-
- Jasa Perawat Rp. 20.000,-

- Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 10.000,-

Ketentuan pasal 29 di
ubah meniadi nasal 28
ayat  (2). Dengan
adanya perubahan
maka pasal selanjutnya
menyesuaikan.
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Kelas I Rp. 50.000,- Kelas Il Rp. 50.000,-
- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 10.000,- - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 10.000,-
- Jasa Dokter/Visite Rp. 20.000,- - Jasa Dokter/Visite Rp. 20.000,-
- Jasa Perawat Rp. 15.000,- - Jasa Perawat Rp. 15.000,-
- Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 5.000,- - Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 5.000,-

¢. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang

¢. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang ditempati /
dipilh; ditempati / dipilih;
d. Penggunaan Ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 bulan) d. Penggunaan Ruang perinatal untuk bayi (umur dbawah 1
yang sakit sebesar tarf rawat inap yang ditempati / dipilih. bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati /
e. Tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- dipilih.
e. Tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-
Pasal 30 (3) Tarif untuk makan setiap hari per pasien yang harus dibayar ditetapkan | Ketentuan pasal 30 ayat (1)
(1) Tarif untuk makan setiap hari per pasien yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut - dan (2) di ubah menjadi pasal
sebagai berikut : a. Kelas| Rp. 50.000, - 28 ayat (3} dan (4), dengan
a Kelas| Rp. 50.000,- b. Kelas!l Rp. 40.000,- adanya ini maka pasal
b. Kelas i Rp. 40.000,- ¢.  Kelaslli Rp. 30.000,- selanjutnya menyesuaikan.
¢. Kelasill Rp. 30.000,-
(2) Tarifjasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut : (4) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut :
a. Kelas|(Racikan) Rp. 3.000,- a. Kelas | (Racikan) Rp. 3.000 -
- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 600, - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 600-
- Jasa Apoteker Rp. 1.500,- - Jasa Apoteker Rp. 1.500.-
- Jasa Asisten Apoteker Rp. 900,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 900,
b. Kelas | (Non Racikan) Rp. 2.500,- b. Kelas | (Non Racikan) Rp. 2.500,-
Jasa Sarana Puskesmas Rp. 500, - Jasa Sarana Puskesmas  Rp 500 -
- Jasa Apoteker Rp. 1.250.- - Jasa Apoteker Rp. 1.250 -
- Jasa Asisten Apoteker Rp. 750.- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 750-
c. Kelas Il (Racikan) Rp. 2.000,- c. Kelas Il (Racikan) Rp. 2.000.-
- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 400,- - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 400-
- Jasa Apoleker Rp. 1.000 - - Jasa Apoteker Rp. 1.000-
- Jasa Asisten Apoteker Rp. 600- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 600-
d. Kelas I (Non Racikan) Rp. 1.500,- d.  Kelas Il {Non Racikan) Rp. 1.500.-
- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 300, - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 300-
- Jasa Apoteker Rp. 750,- - Jasa Apoteker Rp. 750-
- Jasa Asisten Apoteker Rp. 450, - Jasa Asisten Apoteker Rp. 450.-
e. KelasIll (Racikan) Rp. 1.000,- e Kelas Ill (Racikan) Rp. 1.000,-
- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 200,- - Jasa Sarana Puskesmas  Rp. 200-
- Jasa Apoteker Rp. 500,- - Jasa Apoteker Rp. 500.-
Jasa Asisten Apoteker Rp. 200,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 200-
f. Kelasili (Non Rackan) Rp. 500,- f  Kelas lll (Non Racikan) Rp. 500.-
Jasa Sarana Puskesmas Ro 100.- - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 100-
- Jasa Apoleker Rp. 250,- - Jasa Apoteker Rp. 250-
- Jasa Asisten Apoteker Rp. 150 - Jasa Asisten Apoteker Rp. 150- J
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(2) Tarf tindakan operasi per tindakan yang harus dibayar ditetapkan
sebagai berikut :
a Qperasi Kecil

b. Tarif tindakan operasi per tindakan yang harus dibayar

ditetapkan sebagai berikut :
1. Operasi Kecil

3 - 4 5
Pasal 31 (5) Tarif tindakan ditetapkan sebagai berikut : Ketentuan pasal 31 ayat
(1) Tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien ditetapkan sebagal Tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien ditetapkan (1.(2),(3),(4),(5).(6).(7)  di
berikut : sebagai berikut : ubah menjadi pasal 28 ayat
a. Persalinan ditolong oleh Dokter Ahli : 1. Persalinan ditolong oleh Dokter Ahli : (6) huruf abcdef,g dan
1. Kelas! ‘Rp. 1.500.000,- a) Kelas| ‘Rp. 1.500.000.- pasal 32 ayat (1).(2).(3)
2. Kelasll ‘Rp.  900.000,- b) Kelas i :Rp. 900.000.- menjadi pasal 28 ayat (5)
3. Kelas il :Rp. 700.000,- c) Kelas !l ‘Rp.  700.000 - huruf h,ij serta pasal 33
b. Persalinan ditolong oleh Dokter Umum : 2. Persalinan ditolong oleh Dokter Umum : menjadi pasal 28 ayat (5)
1. Kelas| Rp.  700.000,- a) Kelas! :Rp.  700.000- husuf k dan pasal 34 ayat
2. Kelasli ‘Rp.  500.000,- b) Kelasl| ‘Rp. 500.000.- (1),(2),(3) menjadi pasal 28
3. Kelaslll ‘Rp.  400.000,- c} Kelas Hll ‘Rp. 400.000.- ayat (5} huruf Lm,n serta
C. Persalinan ditolong oleh Bidan : 3. Persalinan ditolong oleh Bidan : pasal 35 menjadi pasal 28
3. Kelas! Rp.  600.000,- a) Kelas! :Rp.  600.000,- ayat (5) huruf o, dengan
4. Kelas | ‘Rp. 4560.000,- b) Kelas I ‘Rp. 450.000.- adanya perubahan ini maka
5. Kelas lll ‘Rp.  350.000,- c) Kelas Il Rp. 350.000- pasal selanjutnya

d. Tindakan Kuretase : 4. Tindakan Kuretase : menyesuaikan.
1. Dokter Spesialis ‘Rp.  750.000,- a) Dokter Spesialis ‘Rp.  750.000,- Bahwa pembagian
2. Dokter Umum :Rp.  500.000,- b) Dokier Umum Rp.  500.000.- pendapatan Refribusi tidak
$-20%-ja5a-5 —A5G-OPOF di perkenankan Kkarena
: Retribusi  harus  disetor

secara bruto ke kas Daerah.

| Kelas! : Rp. 125.000,- a. Kelas!| . Rp. 125.000,-
2. Kelas |} *Rp. 100.000 - b. Kelas!t Rp. 100.600 -
3. Kelasill :Rp. 75.000 - c. Kelaslll :Rp. 75.000,-
b. Operasi Sedang 2. Operasi Sedang
1. Kelas| - Rp. 250.000,- a) Kelas | : Rp. 250.000,-
2. Kelas I - Rp. 150.000,- b) Kelas il - Rp. 150.000,-
3. Kelas il : Rp. 100.000,- c) Kelas Il - Rp. 100.000,-
(3) Tarif jasa tindakan umum yang harus dibayar ditetapkan sebagai ¢. Tarif jasa tindakan umum yang harus dibayar ditetapkan sebagai
berikut : berikut :
a. Ringan : 1. Ringan:
[. Kelas| “Rp.  12.000,- a) Kelas! ‘Rp. 12.000.-
2. Kelas |l -Rp.  9.000.,- b) Kelas i “Rp.  9.000,-
3. Kelas il “Rp.  6.000.- c) Kelas Hll “Rp.  6.000.-
f b. Sedang : 2. Sedang
l I. Kelas | “Rp.  20.000,- a) Kelas! “Rp.  20.000.-
| 2. Kelas !l .Rp. 15,000, b) Kelas || "Rp. 15.000.-
| 3. Keias il “Rp. 10.000.- _¢) Kelas ll _Rp. 10.000-
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(4) Tarif jasa tindakan khusus di Ruang Unit Gawat Darurat
yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :
a.  Tindakan Sedang
Tindakan jahitan pada luka sedang : Rp. 30.000,-
b.  Tindakan Ringan
Tindakan jahitan luka sampai dengan 10 jahitan
: Rp. 20.000,-
C. Perawatan luka, ganti perban, lepas jahitan
- Rp. 10.000,-
d.  Tarif Konsultasi pada penderita Ruang Gawat
Darurat sebagai berikut :
1. Dokter Spesialis :Rp. 25.000,-
2. Dokter Umum :Rp.  10.000,-

(5) Tarif tindakan khusus dilakukan oleh Dokter Anestesi
per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai

berikut :

a. Narkose Operasi Kecil
I. Kelas | :Rp. 50.000,-
2. Kelas Il :Rp. 40.000,-
3. Kelas lli :Rp. 25.000,-

b.  Narkose Operasi Sedang
1. Kelas | .Rp. 75.000,-
2. Kelas !t :Rp. 50.00C, -
3. Kelas Il :Rp. 40.000,-

(6) Tarif tindakan Asisten Operasi / instrumen per tindakan
yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk Operasi Kecil

l. Kelas | "Rp. 15.000,-

2. Kelas i -Rp. 10.000.-

3. Kelas lll Rp.  5.000. -
b. Untuk Operasi Sedang

|. Kelasl :Rp. 25.000,-

2. Kelas Rp. 20.000.-

3. Kelas Il Rp. 15.000,-

d. Tarif jasa tindakan khusus di Ruang Unit Gawat

Darurat yang bharus dibayar ditetapkan sebagai
berikut :
1. Tindakan Sedang
Tindakan jahitan pada luka sedang : Rp. 30.000,-
2. Tindakan Ringan
Tindakan jahitan luka sampai dengan 10 jahitan
- Rp. 20.000,-
3. Perawatan luka, ganti perban, lepas jahitan : Rp.
10.000,-
4. Tarif Konsultasi pada penderita Ruang Gawat
Darurat sebagai berikut :
a) Dokter Spesialis :Rp. 25.000,-
b} Dokter Umum :Rp. 10.000,-
Tarif tindakan khusus dilakukan oleh Dokter
Anestesi per tindakan yang bharus dibayar
ditetapkan sebagai berikut :
1. Narkose Operasi Kecil

a) Kelas | :Rp. 50.000,-

b) Kelas il . Rp. 40.000,-

c) Kelas lll :Rp. 25.000.-
2. Narkose Operasi Sedang

a) Kelas | :Rp. 75.000,-

u) Keias ii - Rp. 50.000,-

c) Kelas il :Rp. 40.000 -

Tarif tindakan Asisten Operasi / instrumen per
tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai
berikut :

1. Untuk Operasi Kecil

a) Kelas | . Rp. 15.000,-

b) Kelas I - Rp. 10.000,-

c) Kelas Il :Rp.  5.000,-
2. Untuk Operasi Sedang

a) Kelas | - Rp. 25.000,-

b) Kelas li . Rp. 20.000,-

c) Kelas il “Rp. 15.000.-

J
f
r
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(7) Tarif jasa konsultasi gizi / sanitasi per kunjungan yang
harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :

a. Kelasl "Rp. 10.000,-

b. Kelas |l ‘Rp. 7.500,-

c. Kelas il ‘Rp. 5.000,-

Radiologi Elektrokardiogram, Ultra Sonografi
Pasal 32

(1) Tarif pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar
adalah sebagai berikut :
a. Pemakaian Alat :

1. Kelas |

Rp. 20.000,-
2. Kelas il

Rp. 15.000 -
3. Kelas il

Rp. 10.000,-

b- Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya
bahan dan bahan kedokteran habxs pakal sebeea#

C. Blaya konsultasu/baca Foto olehDokter Radiologi

sebesar :
1. Kelas| . Rp. 20.000,-
2. Kelas !l :Rp. 15.000,-
3. Kelas il :Rp. 10.000,-
d. Jasatindakan Penata Rontgen sebesar :
1. Kelas | :Rp. 10.000,-
2. Kelas i Rp. 8.000,-
3. Kelas Il Rp. 5.000,-

(2) Tarif pemeriksaan Elektro Kardiogram (EKG) yang
harus dibayar adalah sebagai berikut:
a. Pemakaian Alat :

1. Kelas | -Rp. 20.000,-
2. Kelas il Rp. 15.000,-
3. Kelas Il Rp. 10.000,-

b. Tarif sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf b
tersebul ditamban tiaya konsultast sesuai |asa

g. Tarif jasa konsultasi gizi / sanitasi per kunjungan
yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :

1. Kelas | Rp. 10.000,-
2. Kelas |l Rp. 7.500,-
3. Kelas Il Rp. 5.000,-

h. Tarif pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :
1. Tarif pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar
adalah sebagai berikut :
a) Pemakaian Alat :

1) Kelas | :Rp. 20.000,-
2) Kelas | - Rp. 15.000,-
3) Kelas lll :Rp. 10.000,-

b) Tarif tersebut ditambah harga film serta
biaya bahan dan bahan kedokteran habis
pakai.

¢) Biaya konsultasilbaca Foto oleh Dokter
Radiologi sebesar :

1) Kelas | :Rp. 20.000,-

2) Kelas Il .Rp. 15.000,-

3) Kelas Il :Rp. 10.000,-
d) Jasa tindakan Penata Rontgen sebesar .

1) Kelas | Rp. 10.000,-

2) Kelas li :Rp. 8.000,-

3} Reias il Rp.  5.000,-

i. Tarif pemeriksaan Elektro Kardiogram (EKG) yang
harus dibayar adalah sebagai berikut:
1. Pemakaian Alat :

b) Kelas | - Rp. 20.000,-
b) Kelas |l “Rp. 15.000,-
b) Kelas Il .Rp. 10.000 -

2. Tarif sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf b
tersebut ditambah biava konsultasi sesuai |asa

konsultasi Radiologi

konsultasi Radiologi.
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(3)

/ b. Exodontia / Minor Surgery

a.

Tarif pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) yang harus
dibayar adalah sebagai berikut :

ooocw

Tarif tindakan Gigi dan Mulut yang harus dibayar adalah
sebagai berikut :
Pada Gigi Konservasi

Kelas | :Rp. 50.000,-
Kelas Il :Rp. 35.000,-
Kelas |l :Rp. 20.000,-

Tarif sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf b
tersebut ditambah biaya konsultasi sesuai jasa
konsuitasi Radiologi.

GioidanMul
Pasal33

1. Tambal sementara tanpa perawatan
:Rp. 15.000,-

2. Amalgam - Rp. 30.000,-

3. Silikat - Rp. 30.000,-

4. Komposit - Rp. 50.000,-

5. Perawatan pulpa / kunjungan dengan
sterilisasi - Rp. 20.000,-

6. Tindakan perawatan gangren / kunjungan

dengan sterilisasi - Rp. 20.000,-

1. Pencabutan gigi sulung / gigi tanpa anastesi: |

Rp. 15.000,-
2. Pencabutan gigi sulung / gigi dengan
anastesi - Rp. 25.000,-
3. Pencabutan gigi tetap - Rp. 30.000,-

4. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi /
fraktur - Rp. 50.000,-

5. Pencabutan gigi tertanam - Rp. 50.000,-
6. Incisi abses :Rp. 30.000,- |
1. Pembersihan karang gigi . Rp. 50.000,-
2. Curretage - Rp. 50.000,-
d. Fiostodontia 1 Protesa lepasan ’
1. Gigi tiruan per elemen " Rp. 200.000, -
2. Inlay tiruan per elemen Rp. 200.000,-

} C. Perio'do ntal
i
|

Tarif pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) yang
harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Kelasl :Rp. 50.000,-
2. Ketas i :Rp. 35.000,-
3. Kelas Il :Rp. 20.000,-
4. Tarif sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf b

tersebut ditambah biaya konsultasi sesuai jasa
konsultasi Radiologi.

Tarif tindakan Gigi dan Mulut yang harus dibayar
adalah sebagai berikut :
1. Pada Gigi Konservasi

a) Tambal sementara tanpa  perawatan
:Rp. 15.000,-

b) Amalgam : Rp. 30.000,-

c) Silikat - Rp. 30.000,-

d) Komposit : Rp. 50.000,-

e) Perawatan pulpa / kunjungan dengan
sterilisasi : Rp. 20.000,-

f) Tindakan perawatan gangren / kunjungan

dengan sterilisasi - Rp. 20000,-
2. Exodontia / Minor Surgery
a) Pencabutan gigi sulung / gigi tanpa anastesi
I Rp. 15.6G0,-

b) Pencabutan gigi sulung / gigi dengan
anastesi - Rp. 25.000,-

¢) Pencabutan gigi tetap : Rp. 30.000,-

d) Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi /
fraktur - Rp. 50.000,-

e) Pencabutan gigitertanam : Rp. 50.000,-

fy Incisi abses - Rp. 30.000,-
3. Periodontal

a) Pembersihan karang gigi . Rp. 50.000,-

b) Curretage : Rp. 560.000,-
4. Prostodontia / Protesa lepasan

a) Gigitiruan per elemen . Rp. 200.000,-

b) Inlay tiruan per elemen - Rp. 200.000.-
5. Orthodontia

a) Pemerataan gigi - Rp. 300.000,-

b) Kontrol / perawatan lanjutan per kunjungan -
). 25.000 -
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e. Orthodontia
1. Pemerataan gigi ' Rp. BOQ.OOO,-
2. Kontrol / perawatan lanjutan per kunjungan
Rp. 25.000,-

General Check Up . .

Tarif General check up ditentukan sebagai benkut :

pemeriksaan lengkap termasuk pemgnk;aan

laboratorium, pemeriksaan EKG, dan lain-lain _(tudak
termasuk pengobatan), tarif yang harus dibayar

sebesar : Rp. 250.000,-

Visum et Repertum .

Tarif jasa Visum et Repertum yang harus dibayar

sebagai berikut :

a. Visum et Repertum

b. Visum Asuransi

Mobil Ambulance

Tarif jasa penggunaan mobil ambulance yang harus

ibayar sebagai berikut :

:. El)alam wigl]ayah Kecamatan Rp. 100.000,-

b. Diluar wilayah Kecamatan ditentukan .sebesar
harga 1 (satu) liter premium per kllometer,
ditambah biaya Bahan Bakar Minyak. Apabila
jarak yang ditempuh kurang dari 15 km dikenakan
tarif minimal sebesar Rp. 100.000,-. .

c. Bila memerlukan jasa pengantar, biaya per hari
yang harus dibayar sebesar :

1. Paramedis Rp. 50.000,-
2. Dokter Rp. 200.000,-

d. Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan
sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan
sebhagai mobil jenazah. .

e. Biaya pemakaian mobil jenazah atau mobil
ambulance untuk mengangkut jenazah sebesar:

1. Dalam wilayah Kecamatan sebesar dua kali
tarip ambulance dalam Kecamatan.

" Rp. 25.000,-
- Rp. 30.000,-

l. General Check Up

m. Visum et Repertum

2. Luar wilayah Kecamatan sebesar dua kali tarip |

T ey Py

ambuiance luar Kecamatan.

Tarif General check up ditentukan sebagai berikut :
pemeriksaan  lengkap  termasuk pemeriksaan
laboratorium, pemeriksaan EKG, dan lain-lain (tidak
termasuk pengobatan), tarif yang harus dibayar
sebesar: Rp. 250.000, -

Tarif jasa Visum et Repertum yang harus dibayar
sebagai berikut :
a. Visum et Repertum
b.  Visum Asuransi
Mobil Ambulance
Tarif jasa penggunaan mobil ambulance yang harus
dibayar sebagai berikut
1. Dalam wilayah Kecamatan Rp. 100.000,-
2. Diluar wilayah Kecamatan ditentukan sebesar
harga 1 (satu) liter premium per kilometer, f
ditambah biaya Bahan Bakar Minyak. Apabila
jarak yang ditempuh kurang dari 15 km
dikenakan tarif minimal sebesar Rp. 100.000,-.
3. Bila memerlukan jasa pengantar, biaya per hari
yang harus dibayar sebesar :
a) Paramedis Rp. 50.000,-
b) Dokter Rp. 200.000 -
4. Dalam hal diperiukan dan karena keterbatasan
sarana, maka mobil ambulance dapat
difungsikan sebagai mobil jenazah.
S. Biaya pemakaian mobil jenazah atau mobflf
ambulance untuk mengangkut jenazah sebesar - | }
a. Dalam wilayah Kecamatan sebesar dua kali
tarip ambulance dalam Kecamatan. J
b Luar wilayah Kecamatan sebesar dua Kali

: Rp. 25.000,-
- Rp. 30.000 -

| |
\

- l

larip ambulance fuar Kecamatan,
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Tarif jasa Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang harus dibayar per
spesimen pemeriksaan sebagai berikut :

a. Darah
1. Darah Rutin - Rp. 20.000,-
2. Golongan Darah :Rp. 5.000.-
3. Darah Malaria -Rp. 5.000,-
4. Gula Darah sewaktu :Rp. 10.000,-
b. Urine
1. Urine rutin :Rp. 10.000,-
2. Bakteriologi :Rp. 10.000.-
3. TestKehamilan - Rp. 10.000,-
c. FaesesRutin :Rp. 10.000,-
d. Sputum:
1. pBTA :Rp. 10.000,-
2. Gram :Rp. 10.000.-
Pasal 40

N aWFfalsaladacta

(2) Reru lyanan persampahan/kebersihan sebesar :
a. Perumahan di JI. Protokol/Provinsi sebesar.......... Rp 10.000/bln

b. Perumahan di JI. Kabupaten sebesar................. Rp 7.500/bIn

c. Perumahan di Kampung/Pedesaan sebesar.........Rp 5.000/hin

d. Komersil: _
PEIOKOAN. e ivaeeeiiae s s Rp 1 .000/har|_
MINT MAEKE. e Rp 1.000/han
Pasar TradiSional.........cooerrrrrvarsimri s Rp 500/hari

g. Perkantoran: ‘
Rumah Sakit SWasta. ... Rp 10.000/hap
KIRIK SWASER. ... oo Rp 5.000/har|'
DEAIET o oo eeveeeeeereeee s Rp 5.000/hari

[ Retribusi Biaya cetak Kartu Keluarga (KK):
a. Biaya cetak KK Nasional WNE s
b. Biaya cetak KK Nastonal WNA o

Tarif jasa Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang harus dibayar per
spesimen pemeriksaan sebagai berikut :

1. Darah

a) Darah Rutin - Rp. 20.000,-

b)  Golongan Darah “Rp.  5.000,-

c) Darah Malaria :Rp. 5.000,-

d)  Gula Darah sewaktu :Rp. 10.000,-
2. Urine

¢) Urine rutin :Rp. 10.000,-

b) Bakteriologi :Rp. 10.000,-

c) TestKehamilan :Rp. 10.000,-
2. Faeses Rutin . Rp. 10.000,-
3. Sputum:

a) BTA :Rp. 10.000,-

by Gram . Rp. 10.000,-

Pasal .....

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar :
a. Perumahan di JI. Protokol/Provinsi sebesar.......... Rp 10.000/bIn

b. Perumahan di JI. Kabupaten sebesar................... Rp 7.500/In
c. Perumahan di Kampung/Pedesaan sebesar.........Rp 5.000/bIn
d. Komersil:
PEMOKOAN. ... oe oo eeeeeeee e Rp 1.000/hari
MiNTMATKEL. ..o, Rp 1.000/hari
Pasar Tradisional............cccvvveveminiiicis s Rp 500/hari
e. Perkantoran:
Rumah Sakit SWasta..........ccooooeririece e Rp 10.000/hari
KHNIK SWaSTA. ..o cencm s Rp 5.000/han
DEAIET ..o oo Rp 5.000/hani
Pasal 44
| Retribusi Biaya cetak Kartu Keluarga (KK):
a. Biaya cetak KK Nasional WNI ................. Gratis
h Riaya refak KK Nasional WNA Gratis

Pasal 40 ayat (1)
Raperda dihapus,
karena telah diatur
dalam pasal yang
mengatur cara
mengukur tingkat
penggunaan jasa dan
prinsip dan sasaran
penetapan tarif.
Urutan pasal agar
disesuaikan.

Akta Perubahan anak
dan pencatan peristiwa
penting lainnya dihapus
karena tidak diatur
dalam UU No. 28 Tahun
2009.

Urutan pasal agar
disesuatkan.
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Il Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP). il.  Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP):
a. Biaya cetak KTP Nasional WNI ..., a. Biaya cetak KTP Nasional WN! ....._..... Gratis
b. Biaya cetak KTP Nasional WNA ... b. Biaya cetak KTP Nasional WNA ............. Gratis

IIl. Retribusi Biaya Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

a. Biaya Penerbitan Surat Keterangan kependudukan WNI
5.000,-

b. Biaya Penerbitan Surat Keterangan kependudukan WNA
Rp.10.000,-

[V. Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil:
1, Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran:

a. WNI Gratis
b. WNA dengaatidaktedambat ... ... Gratis
2. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian:
A WNI e Rp. 10.000,-
B WNA L Rp. 20.000,-

3. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta

Perkawinan:
a. WNIdidalam kantor .........c...ccoco.o.e.. Rp. 70.000.-
b. WNA di dalam kantor........................ Rp. 115.000,-
¢. WNI difuar kantor...........ccoocoeeee, Rp. 100.000 -
d. WNAdiluar kantor........ ..o Rp. 165.000,-
4. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta
Perceraian:
A WNI Rp. 50.000,-
D.WNA e Rp. 100.000 -
5. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta
Pengakuan Anak:
A WNI Rp. 15.000,-
boWNA Rp. 30.000,-
6. Retribusi Biaya Pencatatan dan Pengukuhan Surat Keterangan
Pengangkatan Anak:
aWNE L U Rp. 15.000,-
boWNA Rp. 30.000,-

ll.  Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil:
1. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran:
A WNI L Gratis

........................................................... Gratis

2. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta

Kematian:

AWNI e Rp. 10.000,-

B.WNA e Rp. 20.000,-

3. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta

Perkawinan:

a. WNI didalamkantor ....................... Rp. 70.000,-

b. WNA didalam kantor.................... Rp. 115.000,-

c. WNIdiluarkantor...............oocoeee. Rp. 100.000,-

d. WNA diluarkantor ...........ccoooeeeee. Rp. 165.000,-

4. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta

Perceraian:

a WNI Rp. 50.000,-

boWNA Rp. 100.000,-

5. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta
Pengakuan Anak:
a. WND Rp. 15.000,-
b.WNA Rp. 30.000.-

6. Retribusi Biaya Pencatatan dan Pengukuhan Surat Keterangan
Pengangkatan Anak:

aWNI e, Rp. 15.000,-

b.WNA Rp. 30.000,-
7. Retribusi Biaya Pencatatan Pengesahan Anak:

3 WNI Rp. 10.000,-

BWNA e, Rp. 20.000.-
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7. Retribusi Biaya Pencatatan Pengesahan Anak: 8. Retribusi Biaya Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan: -

aWNI e Rp. 10.000,- A WNL Rp. 10.000.-

b. WNA ... Rp. 20.000- b WNA Rp. 20.000,-

Retrbusi-Biaya-RPencatatan-Perubahs ak: 9. Biaya Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya: -

G .DP AQM‘& a. WNI SRR Rp. 10.000,-

b-WNA— —Rp—20-000 D WNA Rp. 20.000,-
9. Retribusi Blaya Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan: -

A WNI e Rp. 10.000,-

B WNA oo Rp. 20.000,-

Struktur dan besamya tanf dnetapkan sebagai berikut
a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000/sekali parkir
b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 1.500/sekali parkir
¢. Kendaraan bermotor jenis mobil barang/

Bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam) Rp. 2.500/sekali parkir
d. Kendaraan bermotor jenis mobil bus

Ukuran besar atau truk atau mobil tangki

10 \acpmdu; roda ke atas Rep. 3.000/sekali parkir

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000/sekali parkir
b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 1.500/sekali parkir
¢. Kendaraan bermotor jenis mobil barang/

Bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam) Rp. 2.500/sekali parkir
d. Kendaraan bermotor jenis mobil bus

Ukuran besar atau truk atau mobil tangki

10 {sepuluh) roda ke atas Rp. 3.000/sekali parkir

Pasal ....
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Pasal 48 ayat (1)
Raperda dihapus,
karena telah diatur
dalam pasal yang
mengatur cara
mengukur tingkat
penggunaan jasa.
Urutan pasal agar
disesuaikarn.

Pasal 52 ayat (1)
Raperda dihapus,

‘ Jenis Bangunan Luas Tarif i karena telah diatur
- S 3x2,3x3,3x4 | Rp. 2500,-h dalam pasal yang
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : : gig?ag‘ei:nanen a2 ax3axs | Ry 2000t | mengatur cara
Jenis Bangunan Luas Tarif b Los o pr 0% | mengukur tingkat
a. Kios ' . .
- Permanen 2x3 Rp. 2.500,-/hr penggunaan jasa .
‘ - Permanen 3x2,3x3,3x4 Rp. 2.500,-/hr 343 Rp. 2.500.-/hr Urutan pasal agar
- Semi Permanen 3x23x33x4 Rp. 2.000,-/hr 243 Rp. 2.500.-/hr disesuaikan
b. Los - Semi Permanen Rp. 2.000,-/hr '
- Permanen 2x3 Rp. 2.500,-/hr \ ¢. Pelataran Rp. 1.000,-/hr
3x3 Rp. 2.500,-/hr ‘
| Zx3 Rp. 2.500, | |
| - Semi Permanen Rp. 2.000, -/t |
| c. Pelataran Rp. 1.000,-/hr (
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Pasal 56
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Kendaraan yang diuji
dan frekwensi pengujian.
(2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Uji Berkala :

a. Mobil penumpang. .........c..cccoveereeencesenen. Rp. 23.000,-

b. Mobil Bus / TrUCK ... Rp. 28.500,-

c. Kereta / Mobil Gandeng.................ccovevinne Rp. 25.500,-

d. Kereta / Mobil Tempelan ..........c..cccceeei Rp. 25.500,-
Pasal 68

Besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah sebesar

Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk tiap-tiap m? fimbah cair yang dibuang.

Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Kendaraan yang diuji

dan frekwensi pengujian.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Pasal 56

Uji Berkala :

a. Mobil penumpang umum..................... Rp. 23.000,-
b. Mobil Bus / TrUCK .....c.eceimvicniiiniiinas Rp. 28.500,-
¢. Kereta / Mobil Gandeng.........cccccovnne. Rp. 25.500,-
d. Kereta/ Mobil Tempelan .................. Rp. 25.500,-
e. Kendaraan diatas air .........c.ccccoevcee RP v

Ketentuan Pasal 56
disempumakan
menghilangkan uji pertama,
sesuai ketentuan Pasal 93
UU No 22 Thn 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan bahwa kewenangan

Kabupaten adalah
melakukan  uji  berkala
kendaraan

dengan

Retribusi Pengolahan
Limbah Cair merupakan
retribusi atas pelayanan
Pemda dalam
menyediakan IPAL bagi
rumah tangga,
perkantoran, dan indusri.
Pembuangan limbah cair
oleh rumah tangga,
perkantoran, dan industri
ke sumber air tidak
termasuk objek
Retribusi Pengolahan
Limbah Cair.

Apabila Pemda belum
memiliki IPAL sampai
dengan diberiakukannya
Perdaini, maka peru
ditambah pasal
peralihahan untuk
menyatakan bahwa
Retribusi Pengolahar
Limbah Cair akan
dipungut setelah Pemda
menyediakan [PAL.




39

5

Pasal £
Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar

2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dar-ebicktanah

Pasal .....

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar
2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menara
telekomunikasi.

2. Pengenaan tarif retribusi

1. NJOP yang digunakan
sebagai dasar
penghitungan PBB
menara telekomunikasi
adalah NJOP bangunan
menara telekomunikasi
tidak termasuk tanah
atau gedung sebagai
tempat dibangunnya
menara telekomunikasi.

dilakukan per-menara
bukan berdasarkan
jumlah operator yang
menggunakan, selain itu
besaran tarif cukup
diatur sebesar
persentase tertentu
(maksimal 2%) dari
NJOP, karena NJOP
untuk setiap menara
telekomunikasi sendiri
sudah berbeda sesuai
dengan lokasi dan
ketinggian menara
tersebut, sehingga
Pemda tidak perlu
menetapkan nilai indeks
atau parameter
pengukuran.

6 | Penentuan
pembayaran,
tempat
pembayaran
angsuran dan
penundaan
pembavyaran

I

Pasal 85

(1) Pemungutan dan—pembayaran retribusi tidak dapat
diborongkan kepada-pihakketga.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain
yang persamakan.

(3) Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan
pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 85

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain
yang persamakan.

(3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di setoi secaia bruto ke kas Daerah. |

(4) Tata cara Pembayaran, Penentuan tempat |
Pembayaran, angsuran dan Penundaaan Pembayaran ’
Retribusi. \

Ketentuan Pasal 85
disempurnakan sesuai
Pasal 156 UU No 28
Thn 2009
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Pasal 86 Pasal 86 Ketentuan Pasal 86
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara (5) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara disempurnakan
tunai/lunas. tunai/lunas.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan | (6) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud
izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya .... hari
terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
yang dapat dipertanggung jawabkan. dipersamakan.
(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi
terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan
yang dapat dipertanggung jawabkan.

- Ketentuan Pasal 87
dihilangkan, karena
sudah diatur dalam
Raperda pada bagian
kedua cara mengukur
tingkat penggunaan
jasa

Prinsip Yang BAB X1V BAB XIV Judut  Bab  diubah
Dianut Dalam PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN sesuai ketentuan Pasal
Penetapan Struktur RETRIBUSI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 156 UU No 28 Thn
Dan Besarnya Tarit Pasal 83 Pasai 88 2009

Retribusi

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya

kemampuan
efektivitas

penyediaan jasa yang bersangkutan,
masyarakat, aspek keadilan, dan
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya
modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan
biaya penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk
menutup sebagian biaya.

|

(4) Retribusi  Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan
pengadministrasian.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan  efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan
biaya modal.

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk
menutup sebagian biaya.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan
pengadministrasian
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Penghapusan Piutang BAB XV BAB XV 1. Judul bab diubah sesuai
Retribusi Yang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA ketentuan Pasal 156 UU
Kedaluwarsa KEDALUWARSA No 28 Thn 2009

Pasal 93 Pasal 93 2. Ketentuan Pasal 93 kata
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal | (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Daerah diubah
surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas menjadi kata Bupati
keberatan yang diajukan. keberatan yang diajukan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk | (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus dibeni keputusan oleh Kepala-Dasrah. keberatan yang diajukan harus diben keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan &epala=Daerak atas keberatan dapat berupa menenma | (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
Retnbusi yang terutang. Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah | (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Kepata-Baerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan lewat dan Kepala Daerah tidak memben suatu keputusan,
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Penagihan BAB... Penambahan bab dan pasal
PENAGIHAN baru yang mengatur tentang
Pasal ..... penagihan sesuai ketentuan
(1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar | Pasal 156 UU No 28 Thn
dilakukan dengan menggunakan STRD. 2009
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat teguran.
(3) Pengelkuaran surat teguran/penngatan/surat lain yang sejenis
sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi,
dikeluarkan setelah...... hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(4) Dalam jangka waktu ... Hari setelah tanggal surat
teguran/peringtan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus
melunasi Retribusi yang terutang.
(5) Surat teguran/Surat peringatan/Surat lain  yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat
yang ditunjuk.
(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat teguran/peringatan,
Surat lain yang sejenis daitur dengan Peraturan Bupati.
i i I
| Pengembalian Pasal 96 Pasal 96 Ketentuan Pasal 96 ayat (6)
kelebihan pembayaran | (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retrbusi dapat | (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat | dan ayat (7) disempurnakan
mengajukan permohonan pengem* ~lian kepada Bupati. mengajukan ~~-mohonan pengembalian kepada Bupati.
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(2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya | (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan  kelebihan pembayaran retribusi  sebagaimana permohonan  kelebihan  pembayaran retrbusi  sebagaimana

11

Ketentuan Pidana

(1)

(2)

dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan  pengembalian pembayaran retribusi  dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila waijib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
refribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retnbusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan datam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Rajsk—atau Retribusi
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepata-Baersb-memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajek—atau
Retnibusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak—atau
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasakiai adalah
pelanggaran.

I

dimaksud pada ayat (1) harus membenrkan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan  pengembalian pembayaran retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bufan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 101
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
penerimaan negara.

merupakan

Pasal 101 Raperda

disempumakan dengan
menambah 1 (satu) ayat

yang mengatur
penerimaan denda

pidana, sesuai dengan

Pasal 178 UU No. 28
Tahun 2009.

Urutan  pasal
disesuaikan.

agar
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12 | Ketentuan Peralihan Pasal 103 Ketentuan  Pasal 103
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, refribusi yang masih | disempurnakan sesuai
terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (liga) tahun | ketentuan Pasal 167 UU No
sejak tanggal terutangnya retribusi. 28 Thn 2009

13 | Ketentuan Penutup Pasal 104 Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :
1.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan yang mengatur Retribusi
Jasa Umum yang diberliakukan sebagai dasar hukum pemungutan
Retribusi Daerah di Kabupaten Way Kanan dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 32 Tahun 2002
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar, dinyatakan tidak beraku lagi sejak berlakunya
Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah int berlaku maka :
1.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan ... {Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun ... Nomaor ..., Tambhahan
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ....)

2 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 32 Tahun 2002

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun ... Nomor ... , Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ....)

3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 19 Tzhun 2002

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun ...... Nomor ....., Tambahan Lembaren Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor ....)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 21 Tahun 2002

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Way wkanan Tahun ... Nomor ..., Tambaliar
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ) yang
mengatur pungutan retnbusi.
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5.

|

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2005
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor ....) mengenai besaran tarif.

. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002
tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
...... Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor ....).

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2009
tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
...... Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor ....) mengenai besaran tarif.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

GUBER LAMI?UNG,

SJACHROEDIN Z.P.





